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ABSTRAK 

Hazmi M. Manapa. 2023. Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi 

Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang (Studi kasus 

Di Desa Kangge Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor). Skripsi, 

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I 

Nursalam dan Pembimbing II Hadisaputra. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan tetap bertahannya 

larangan pernikahan dalam satu marga pada Suku Leuwerang di Kecamatan 

Pantai Barat Laut Kabupaten Alor dan mengetahui makna filosofi larangan 

pernikahan dalam satu marga pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat 

Laut Kabupaten Alor. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 8 orang. Adapun teknik analisis data yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan 

datanya menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna filosofis dari larangan 

pernikahan Sesama Marga itu adalah suatu aturan atau perintah yang ada di dalam 

sebuah adat masyarakat yang setiap masyarakatnya harus mengikuti aturan itu, 

dan bagi yang tidak mematuhinya aturan maka akan diberi sangsi yaitu 

hukumannya yang sesuai dengan pelanggaran. Namun kalau di tinjau mengenai 

larangan pernikahan sesama marga Larangan pernikahan umunya disebabkan 

adanya hubungan kekerabatan, mislanya pada masyarakat Kangge pada adat suku 

leuwerang. Menurut hukum adat suku leuwerang dilarang untuk melakukan 

pernikahan satu marga. Karena bagi suku batak menikah dengan sesama marga itu 

sama saja menikah dengan saudara sendiri. Jadi tidak ada undang- undang yang 

tertulis di dalam daerah mengenai larangan pernikaha sesama marga ini. 

Kata Kunci: Larangan Pernikahan; Leuwerang; Tinjauan Sosiologi; Tradisi  
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ASBTRACT 

Hazmi M. Manapa. 2023. Sociological Review of the Tradition of 

Prohibition of Marriage within the Same Clan in the Leuwerang Tribe (Case 

study in Kangge Village, Pantar Barat Laut District, Alor Regency). Thesis, 

Sociology Education Study Program, Faculty of Teacher Training and 

Education, Muhammadiyah University of Makassar. Supervisor I Nursalam 

and Advisor II Hadisaputra. 

This study aims to find out the reasons for the persistence of the 

prohibition on marriages within the same clan in the Leuwerang Tribe in Pantai 

Barat Laut District, Alor Regency and to find out the philosophical meaning of the 

ban on marriages within one clan in the Leuwerang Tribe in Pantai Barat Laut 

District, Alor Regency. 

The type of research used in this research is qualitative research with a 

case study approach. Data collection techniques are carried out by observation, 

interviews, and documentation. The number of informants used in this study were 

8 people. The data analysis techniques are data reduction, data presentation, and 

drawing conclusions. The data validity technique uses source, technique, and time 

triangulation. 

The results of the study show that the philosophical meaning of the 

prohibition on same-marga marriage is a rule or order that exists in a community's 

custom that every member of society must follow that rule, and for those who do 

not comply with the rules, they will be given sanctions, namely the punishment 

according to the violation. However, if we look at the prohibition on same-clan 

marriages, the ban on marriage is generally due to kinship, for example, in the 

Kangge community, the Leuwerang tribal customs. According to customary law, 

the Leuwerang tribe is prohibited from marrying within the same clan. Because 

for the Batak tribe, marrying another clan is the same as marrying your own 

relative. So there is no law written in the area regarding the prohibition of same-

clan marriage. 

Keywords: Marriage Prohibition; Leuwerang; Sociology Review; Tradition 
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BAB I 

PENDAHULUA 

A. Latar Belakang  

         Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak keunikan 

tertentu, salah satunya ialah memiliki perbedaan dalam berbagai bidang. 

Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, bahasa, ras, agama, keyakinan, 

ideologi politik, sosial budaya, lingkungan, sejarah, perkembangan daerah, 

dan ekonomi. Oleh sebab itu, banyak perbedaan di Negara Indonesia ini yang 

tidak ditemukan di Negara-negara lain seperti India, Afrika, China, dan 

Negara-negara lainnya. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari 

beranekaragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. 

Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. 

Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik Bangsa Indonesia yang 

harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna 

ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar kedepan tidak banyak 

menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Dengan 

adanya perbedaaan adat-istiadat di Indonesia tersebut sehingga masyarakat 

dapat mengembangkan beragam keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. 

Keberagaman kebudayaan Negara Indonesia sangat jelas terlihat terutama 

dari berbagai macam rumah adat yang berbeda, pakaian adat, kebiasaan atau 

tradisi, dan hasil karya kesenian daerah. 
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     Di Indonesia, dalam hal pernikahan budaya dimana tempat pernikahan itu 

di langsungkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak 

hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut Hukum Negara 

atau Hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan juga harus melihat 

budaya yang ada. Yakni terkait boleh atau tidaknya menikah dengan seorang 

lelaki atau perempuan menurut budaya setempat. Suatu masyarakat harus 

mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka 

merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan 

lainnya. Semua itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat 

yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, ada yang terkait oleh rasa identitas 

yang sama. Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-

aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi 

suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau 

aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan 

mereka. Norma dan aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila 

dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang 

beradab. Mereka akan mendapat sanksi apabila melakukan sesuatu perbuatan 

yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. 

Dan barang siapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada 

masyarakat tersebut diadili oleh hakim adat atau pemuka masyarakat dan 

sebagai sanksinya akan dikucilkan dari masyarakat tersebut. Tetapi sanksi itu 

akan dijatuhkan atau ditetapkan setelah jelas-jelas orang tersebut terbukti 
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bersalah melanggar norma atau aturan yang berlaku. Berkembang secara 

dinamis, proses lahirnya sebuah bentuk budaya dimana budaya akan 

memberikan banyak makna dan juga memberikan berbagai corak dalam 

bentuk adat-istiadat yang ada. Biar pun pada dasarnya kata adat dan budaya 

berbeda, Para filsuf menjelaskan tentang berbagai masalah atas penjelasan 

atau argumen yang secara rasional.  Karena itu, sering disebut bahwa filsafat 

lahir ketika logos (akal budi atau rasio) menggantikan masyarakat bahwa 

masyarakat tersebut percaya. Sehingga dalam perkembangan bentuk budaya 

maka akan banyak muncul di dalam adat-istiadat dan budaya itu sendiri. Oleh 

sebab itu, para pemikir sendiri berbeda pendapat perihal adanya permunculan 

yang namanya adat-istiadat dan juga budaya.  

     Maka sebab itu masyarakat yang telah melanggar tradisi bahwasanya ia 

telah keluar dari hukum-hukum yang ada, setelah agama Islam masuk. 

Dengan itu bergantilah hukum dan asas menjadi aturan-aturan dalam hukum 

agama Islam Akan tetapi, banyak masyarakat Desa Kangge pada umumnya 

dan khususnya Kecamatan Pantar Barat Laut dalam melaksanakan pernikahan 

sesama marga berdasarkan kepercayaan dari pada leluhurnya. Misal 

seseorang yang menikah sesama marga disebabkan karena kepercayaan yang 

telah dibawakan oleh nenek moyang secara turun-temurun, meskipun mereka 

tidak tau pasti apa yang terjadi dalam menikah sesama marga, Islam 

memandang bahwa manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan tidak kita 

sangka-sangka dimana saja akan jodoh kita datang nantinya, karena jodoh 

sudah Allah tentukan sewaktu kita dalam kandungan. 
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       Masyarakat berbagai budaya meyakini bahwa perkawinan sebagai 

massa perlalihan dari tingkat kehidupan remja ke tingkat kehidupan 

keluarga. Kebudayaan sebagai produk masyarakat pun mengalami 

pergeseran karena sistem-sistem nilai yang berlaku  

             Menurut Undang-undang No.1974 telah dirubah dengan Undang-undang 

Nomor 16 tahun 2019 Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan merupakan 

ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  

                 Dalam analisis Windia (2009: 1) menyatakan bahwa salah satu fase 

penting hidup manusia dalam bermasyarakat adalah perkawinan. Dikatakan 

penting karena perkawinan dapat mengubah satatus hukum seseorang. 

Semula seseorang dianggap belum “dewasa” dan dengan dilangsungkannya 

perkawinan maka mereka menjadi “dewasa” atau yang semula dianggap anak 

muda dengan perkawinan akan menjadi suami istri, dengan berbagai 

konsekuensi sosiologis dan yuridis yang menyertainya 

    Larangan menikah sesama marga Manapa karna   ini   adalah   Amanat   

dari Leluhur     marga Manapa    yaitu dari Nenek Moyang., karena yang 

satu marga adalahmasih bersaudara (Namariboto)Maka peraturan yang     

harus dipegang Teguh oleh masyarakat Desa Kangge terutama marga   

Manapa   supaya tidak    menyalahi    aturan    yang   telah disepakati.  Jika 

peraturan ini dilanggar maka akan   mendapat   Hukuman   atau sangsi 
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yang besar yaitu akan di keluarkan dari kelompok marganya atau 

dikucilkan 

          Hukuman tersebut juga berlaku pada marga-margayang lainnya 

karna pada masyarakat Desa Kangge marga yang sama itu masih 

bersaudara.  Maka   setiap masyarakt Desa Kangge khususnya adat suku 

leuwerang yang akan menikah harus memilih pasangan hidup diluar 

marganya Kurangnya kesadaran anak muda Desa Kangge tentang 

pentingnya mengetahui larangan pernikahan dalam adat suku leuwerang 

sehingga judul ini diangakat. 

            Penjelasanan tersebut merupakan akar yang wajib dipegang teguh 

oleh masyarakat     yang     terpenting adalah marga manapa supaya terurus 

kelestaruan hokum pernikahan Adat Suku Leuwerang.  Sebab larangan   

menikah   dalam   satu   marga masih memiliki tali persaudaraan yang 

masih sangat kuat sampai saat ini belum dibolehkan marga manapa    

melanggar hukum yang telah disepakati oleh para pendahulu/leluhur. 

Sehingga sampai saat ini Marga manapa masih tetap memegang teguh   

larangan   menikah   dengan   satu marga. Sebab larangan menikah sesama 

parna merupakan fahan yang dianut oleh masyarakat Desa Kangge yang 

semarga yang persaudaraanya dalam tingkat social. Perihal   yang   paling   

utamakan adalah sebelum masyarakat melakukan pernikahan maka    

wajib mengetahui marga calon pria tersebut, begitu juga dengan wanita 

saling mengenal masing-masing kedua orang tua nya. 
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Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting salam 

kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan 

sorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap 

keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang 

diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selamanya pernikahan 

berlangsung (Mathematics, 2016:14). Setiap makhluk hidup memeliki hak 

asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui 

budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di 

Indonesia (Wulandari, 2021:7). Artinya pernikahan bagi hukum adat 

adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua pihak 

mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. 

Bahkan dalam suku adat diyakini bahwa pernikahan bukan saja merupakan 

peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan 

peristiwa bagi leluhur mereka yang telah tiada.  

Pernikahan bukan hanya sekedar untuk melampiaskan, memenuhi 

atau menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan karena 

pernikahan juga suatu upaya untuk menyatukan dan insan atau dua 

keluarga yang berbeda. Pernikahan ini juga bertujuan untuk memperoleh 

keturunan sebagai proses untuk melanjutkan kehidupan didunia. Karena 

pernikahan adalah salah satu alasan bahwa umat Islam menyempurnakan 

agamanya (Faisal, 2021:18).  
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Adat adalah kebiasan masyarakat, dan kelompok-kelompok 

masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang 

seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi 

oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum adat (Pimadona & Mulati, 2019:10). 

Adat pernikahan berbeda antara satu daerah dengan lainnya. 

Termasuk adat pernikahan di wilayah Kabupaten Alor. Kabupaten Alor 

memeliki 175 desa yang terbesar disebelas kecamatan. Dari sekian banyak 

desa di Kabupaten Alor, ada satu desa yang menarik perhatian saya, yaitu 

Kangge. Desa ini berada di bawah naungan Kecamatan Pantar Barat Laut, 

Kabupaten Alor. Di desa tersebut sangat mengecam bagi pelaku 

pernikahan yang sesama marga. 

Marga merupakan garis keturunan yang menjadi identitas dalam 

masyarakat dan adat (Purba, 2022:10). Marga diturunkan dari ayah kepada 

anak-anaknya. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam 

masyarakat Desa Kangge, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi 

dengan pribadi dengan golongan, dan lain-lain.  

Dalam masyarakat Suku Leuwerang dikenal dengan pernikahan 

yang ideal dari pembatasan jodoh yang menyebabkan masyarakat harus 

menikah diluar batas lingkungan tertentu (eksogami). Dalam masyarakat 

Desa kangge, ada larangan untuk tidak melakukan pernikahan dengan 

sesama marga. Misalnya seorang laki-laki bermarga manapa tidak 

diperkenankan menikah dengan wanita bermarga manapa dengan 

demikian pembatasan jodoh dalam pernikahan suku leuwerang adalah 
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eksogami marga. Pada dasarnya satu marga biasanya bertempat tinggal di 

dalam satu desa begitu juga dengan marga-marga lainnya. Oleh karena itu 

selain disebut pembatasan jodoh dalam hall ini menyatakan dalam 

masyarakat kangge siapun boleh melakukan pernikahan baik dari 

golongan bangsawan dengan golongan biasa, orang kaya dengan orang 

biasa walaupun nantinya dipertimbangkan, tetapi asal jangan manapa 

(semarga) 

Masalah ini penting untuk ditelti adalah hakikat tersebut dipegang 

teguh oleh masyarakat Desa Kangge yang paling utama adalah marga 

manapa supaya terlindungi kelestarian hukum adat pada perkawinan   

peradatan suku leuwerang. Alasan adanya dilarang menikah pada sesama 

marga, oleh sebab itu masih erat hubungan antar kekeluargaan yang masih   

kokoh. Apabila ada seseorang yang menikah sesama marga, maka akan 

dapat hukumannya yaitu akan di keluarkan dari kelompok marganaya atau 

dikucilkan dari marganya sesuai dengan peraturan adat yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Masyarakat setempat yang menunjukkan pada warga sebuah desa, 

kota, suku. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu 

besar ataupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan 

bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentinagan 

hidup utuma, kelompok tadi tersebut masyarakat setempat. 

Dapat dikatakan pula bahwa masyarakat setempat menunjukkan 

pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam 
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arti geografis) dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang 

menjadi dasar adalah intraksi yang lebih utama diantara para anggotanya 

disbanding dengan penduduk diluar batas wilayahnya. Demikian dapat 

disimpulkan secara singkat bahwa masyarakat setempat adalah suatu 

wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial 

tertentu. 

        Hukum adat yakni merupakan sistem hukum yang dikenal di dalam 

lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara lain. Sumber hukum 

adat yakni peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang berkembang dalam 

masyarakat dan hingga saat ini dipertahankan dengan kesadaran hukum 

masyarakat tersebut. Sedangkan hukum positif yang dikemas sebagai 

hukum yang berlaku saat ini bentuknya adalah peraturan perundang-

undanga yang dikeluarkan resmi oleh negara. 

Dalam masyarakat kangge itu sendiri terdapat beberapa marga di 

antaranya marga Manapa, Gorang, Tupong, Laba, Toda, Bala, lajar, 

Karabi, Sahabu, Gole, Leky, Wangka, Daka, Hama, Pandu, Akbar, Keling. 

Di suku leuwerang yang disebut ciri khas tersendiri yaitu klen yang 

disebut marga. Pola hidup patrilinial yaitu menarik garis keturunan dari 

pihak laki-laki. Secara adat masyarakat Kangge menganut eksogami marga 

artinya mereka yang mencari jodoh dari marga lain.  

Kajian yang terkait sudah dilakukan diantaranya oleh Samin 

Batubara (2018:22), yang memberikan penjelasan Pelarangan perkawinan 

semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing di Desa Muara. 
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Penyelenggara tetap eksis disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kaburnya 

hubungan atau silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan 

silaturrahmi, dikhawatirkan terjadinya pernikahan antara saudara kandung, 

mengnggap semarga itu saudara dan untuk menentukan mana yang 

saudara dan mana tidak (iboto niba), mendidik rasa malu, serta keyakinan 

akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keterunannya. 

Dalam pernikahan adat suku leuwerang, segala sesuatunya di atur 

sesuai dengan adatnya masing-masing. Adapun adat dalam kangge yaitu 

mengenai pelaturan yang melarang pernikahan dalam satu marga, secara 

antropologis pernikahan dalam satu marga dianggap sebagai pernikahan 

pantang atau melanggar kaidah adat masyarakt kangge. Pernikahan 

semarga dianggap sebagai pernikahan sedara yaitu sedara dari ayah 

(patrilineal), dalam hal ini pernikahan tersebut tidak sah dan tidak 

diadakan. Pernikahan semarga adalah pernikahan antara laki-laki dan 

perempuan yang bermarga sama (Manapa dengan Manapa atupun marga 

yang lain dengan marga yang sama dengannya). 

Suku leuwerang (halak hita) menganut sistem patrilineal, yang 

mengikuti keturunan sebelum bapak atau orang tua laki-laki hanya laki-

laki saja yang meneruskan marga bapaknya dan bukan marga dari pihak 

ibunya, maka nama-nama marga atau nama-nama suku leuwerang, baik 

pria maupun wanita tetap menggunakan marga bapaknya (orang tua laki-

laki) dan tidak menggunakan marga suami setelah menikah. 
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Masyarakat suku leuwerang sebagai penganut garis keturunan 

patrilinial menempatkan anak laki-laki mereka sebagai tumpuan atau 

(dalil) yang diharapkan untuk melanjutkn keturunan mereka di masa 

depan. Orang leuwerang menganut adat eksogami marga artinya seorang 

laki-laki leuwerang tidak boleh dengan perempuan dari marganya sendiri. 

 Berkembangnya sistem masyarakat dan terjadinya perubahan 

karena beberapa sebab membuat eksogami Desa telah ditinggal untuk 

memutuskan melakukan pernikahan diluas Desa. Akan tetapi ketentuan 

terhadap tradisi larangan pernikahan satu suku tetap diberlakukan di dalam 

masyarakat lokal yang memeliki keterikan kekerabatan melalui jalur satu 

kakek.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti 

tertarik lebih dalam untuk meneliti terkait “TINJAUAN SOSIOLOGI   

TERHADAP TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN DALAM 

SATU MARGA PADA SUKU LEUWERANG (Studi Kasus Di Desa 

Kangge Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor)”. 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan dengan uraian pada latar belakang diatas maka untuk 

mencapai dan menjadikan penelitian ini terarah dan lebih sistematis, 

maka dirumuskan problematika yang dikaji berdasarkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana makna filosofi larangan pernikahan dalam satu marga 

pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut Kabupaten 

Alor? 

2.  Mengapa tradisi larangan pernikahan dalam satu marga pada Suku 

Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut Kabupaten Alor tetap 

bertahan hingga saat ini? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penilitian ini 

bertujuan untuk; 

1. Untuk menjelaskan Bagaimana makna filosofi larangan pernikahan 

dalam satu marga pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat 

Laut Kabupaten Alor? 

2. Untuk menjelskan Mengapa Tradisi larangan pernikahan dalam satu 

marga pada Suku Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut 

Kabupaten Alor tetap bertahan hingga saat ini? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperluas ilmu pengetahuan khususnya dibidang sosial budaya 

dalam hal Tinjauan sosiologi terhadap tradisi larangan pernikahan 

pernikahan dalam satu marga pada suku leuwerang Kecamatan 

Pantar Barat Laut   
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b. Sebagai bahan penelitian lanjutan terhadap Tinjuan sosiologi 

terhadap tradisi larangan pernikahan dalam satu marga pada suku 

leuwerang  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat membantu peneliti untuk 

mengetahui lebih mendalam terhadap larangan pernikahan 

terutama dalam hal Tinjaun sosiologi terhadap tradisi larangan 

pernikahan dalam satu marga pada suku leuwerang di desa kangge 

Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor. 

b. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bagi 

peneliti dalam menganalisis Tinjauan sosiologi terhadap tradisi 

larangan pernikahan dalam satu marga pada suku leuwerang di 

desa kangge Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor  

 

c. Serta bagi peneliti, penelitian ini dapat membantu menambah 

pemahaman dalam kaitannya dengan Tinjauan sosiologi terhadap 

tradisi larangan pernikahan dalam satu pada pada suku leuwerang 

di desa kangge Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor 

       Bagi Masyarakat Suku Lewurang 

Pemahaman masyarakat suku leuwerang terhadap larangan 

pernikahan satu marga dengan adanya pemahaman pada 

masyarakat suku leuwerang khususnya dalam persoalan larangan 

pernikahan, maka individu masyarakat akan menjadi lebih terbuka 
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terhadap perbedaan cara pandang dan struktur sosial masyarakat. 

Maka salah satuh kompleksitas pergaulan perkawinan ini karena: 

pertama, tingginya pemahaman masyarakat suku leuwerang 

terhadap budaya bagi sebagian masyarakat masih ada yang 

mempertentangkan nilai-nilai budaya. 

    Bagi Pemerintah 

     Meskipun aturan adat tersebut tidaklah tertulis, namun 

masyarakat suku leuwerang tetap mengakui legitimasi hukum adat 

tersebut dan menjalankan aturan yang telah disepakati 

sebagaimana warisan turun temurun nenek moyangnya. Pada adat 

ini,  

   Bagi Peneliti 

  Ketika dialisi dan ditijaun oleh peneliti   Tradisi larangan 

pernikahan sesama Marga itu adalah suatu aturan atau perintah 

yang ada di dalam sebuah adat masyarakat yang setiap 

masyarakatnya harus mengikuti aturan itu, dan bagi yang tidak 

mematuhinya aturan maka akan diberi sangsi yaitu hukumannya 

yang sesuai dengan pelanggaran. Namun kalau di tinjau mengenai 

larangan pernikahan sesama marga Larangan pernikahan umunya 

disebabkan adanya hubungan kekerabatan, mislanya pada 

masyarakat suku leuwerang  
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E. Defenisi Operasional 

 Dari berbagai penjelasan latar belakang di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan dan memberikan penjelasan mengenai poin-poin penting 

yang berkaitan dengan judul tersebut, yakni sebagai berikut: 

1. Tradisi atau leluri (Bahasa latin: traditio, "diteruskan") adalah sebuah 

bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. 

Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena 

dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang 

tersebut melestarikannya. Kata "Tradisi" diambil dari bahasa latin 

''Tradere'' yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan 

lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu 

bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap 

tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau 

tujuan budaya dalam beberapa masa. Jika kebiasaan sudah diterima oleh 

masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang 

bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang 

melanggar hukum 

2. Larangan perintah atau aturan yang melarang suatu tindakan juga bisa 

mengacu pada sesuatu yang dianggap tabu karena di anggap keramat atau 

suci dalam konteks budaya tertentu. 

3.  Pernikahan adalah upacara pengitan janji antara dua individu dengan 

tujuan untuk meresmikan ikahatan pernikahan berdasarkan norma agama, 

hukum, dan sosial. Perkawinan juga menggabungkan dua keluarga dan 
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dapat didefenisikan lebih lanjut melalui pelamaran, upacara, perayaan, 

poligami, penceraian, maskawin dan lainnya. 

4. Marga adalah nama yang menandakan asal keluarga seseorang. Pada 

beberapa kebudayaan, marga diletakkan dibelakang. Marga menjadi 

identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada 

anak-anaknya.  Marga turun-temurun dari kakek kepada bapak, kepada 

anak, kepada cucu, kepada cicit, dan seterusnya. Marga lebih sering 

digunakan daripada nama, biasanya nama disingkat saja, contoh dari 

masyarakat suku leuwerang adalah marga manapa 

5.   Hukum adat suku leuwerang larangan pernikahan adalah aturan 

tradisional dalam suku leuwerang yang melarang individu dari marga 

yang sama untuk menikah. Meskipun aturannya tak tertulis, masyarakat 

Desa Kangge tetap mengikuti dan menjalankan hukum adat ini sebagai 

warisan dari nenek moyang mereka. Pernikahan semarga adalah 

pernikahan antara individu dengan marga yang sama. Namun, ada 

perubahan dalam sistem pernikahan, dipengaruhi oleh faktor seperti 

cinta, agama, perkembangan zaman, pendidikan, dan budaya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Konsep 

    Konsep perkawinan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, secara 

yuridis Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan 

pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di 

dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, 

bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan 

   Konsep Marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai 

garis keturunan yang sama, dari nenek moyang yang sama. Marga juga 

merupakan dasar untuk menentukan hubungan dengan orang lain. 

Karenanya, aturan pelarangan pernikahan yang diatur dalam adat istiadat 

Batak terkait dengan konsep marga 

    Konsep Larangan pernikahan beda marga perkawinan antara keduanya 

dianggap kawin sumbang yang dilarang dan terlarang. Atau jika keduanya, 

walau beda marga, berasal dari satu rumpun yang secara adat terlarang 

menikah, maka lupakan jugalah rasa cinta. 

 

B. Kajian Teori 

     Teori Struktural Fungsional (Talcot Parson)-Agil 

       Kajian teori yang dimaksud disini adalah sebuah alat untuk memberikan 

gambaran atau Batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan 
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penelitian yang akan dilakukan. Karena teori merupakan sekumpulan 

konstruk (konsep), definisi dan dalil yang saling terikat yang 

menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena 

dengan menetapkan hubungan antara beberapa variabel, dengan maksud 

untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. 

      Fenomena sosial dalam bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh 

masyarakat Kangge merupakan kajian sosiologi, karena sosiologi bertitik 

tolak kepada kehidupan masyarakat atau pola intraksi sosial. Fenomena 

sosial ini, dapat terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang 

lainnya, manusia dengan budaya atau bisa juga masyarakat dengan 

kebudayaan 

Untuk itu, maka dalam pembahasan ini, karena hubungan dengan 

fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat suku leuwerang, Desa 

kangge Kabupaten Alor, maka teori yang digunakan adalah teori 

structural fungsional dariTalcott Parsons. 

     Defenisi Teori Struktural Fungsional merupakan salah satu 

pendekatan utama dalam sosiologi yang berfokus pada hubungan antara 

komponen-komponen masyarakat dan bagaimana komponen-komponen 

tersebut berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam 

masyarakat. Dikembangkan oleh Talcoot Parsons, pendekataan ini juga 

menggambarkan masyarakat sebagai sistem kompleks yang terdiri dari 

bagian-bagian yang saling berkaitan, dimana setiap bagian memeliki 

fungsi kusus yang kontributif bagi keberlanjutan sistem tersebut.  
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     Teori struktural fungsional-Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak 

bisa lepas dari hubungan sosial baik itu keluarga, saudara, teman, dan 

lingkungan lainnya. Dalam kehidupan, manusia akan saling berhubungan 

dan menjalankan perannya sesuai kadar dan kemampuan masing-masing. 

Dari akar inilah memunculkan tugas dan tanggung jawab yang apabila tidak 

dijalnkan sesuai dengan aturan maka akan tercipta lingkungan yang tidak 

teratur. Bukan hanya sekadar tentang fungsi dan peran saja. Struktur 

sosial masyarakat juga perlu diperhatikan. Struktur sosial yang baik dan 

benar akan menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis dan teratur. 

Apabila struktur sosial dalam suatu lingkungan masyarakat berantakan, 

maka anggota masyarakat tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya dengan 

baik, sehingga bisa terjadi saling menyalahkan antara anggota yang satu 

dengan yang lainnya. 

 

C. Primer dasar  

1. Masyarakat sebagai sistem: Masyarakat dianggap sebagai sebuah sistem 

yang terintegritas dengan struktur dan fungsi yang saling terikat. 

2. Keseimbangan dan stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat. 

Setiap bagian masyarakat bekerja sama untuk menciptakan 

keseimbangan dan menghindari disintegritasi 

3. Fungsi dari struktur: Setiap struktur dalam masyarakat memeliki fungsi 

tertentu yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan.  
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  Persayarat Fungsional integrasi adalah suatu kebutuhan sistem yang dapat 

mengoordinasikan dan menciptakan kesesuaian antar bagian-bagian atau 

anggota-anggota dalam sistem. Fungsi integrase bisa terpenuhi apabila 

bagian-bagian atau anggota-anggota dalam suatu sistem berperan sesuai 

dengan fungsinya dalam satu keseluruhan. Agar sistem sosial berfungsi 

efektif sebagi satu kesatuan, harus terdapat paling kurang suatu tingkat 

solidaritas diantara bagian atau individu yang termasuk di dalamnya. 

Masalah integrasi menunjukkan pada kebutuhan untuk menjamin bahwa 

ikatan emosional yang cukup menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk 

berkerja sama berkembangkan dan dipertahankan. 

    Ikatan-ikatan emosional tersebut tidak boleh tergantung pada keuntungan 

yang diterima atau sumbangan yang diberikan untuk tercapainya tujuan 

individua tau kolektif. Jika tidak, solidaritas sosial dan kesediaan untuk 

kerja sama akan jauh lebih goyah sifatnya, karena hanya didasarkan pada 

kepentingan diri pribadi semata. Pola pemeliharaan leten adalah persyarat 

fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan 

tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. 

Konsep leten menunjukan pada sesuatu yang tersembunyi atau tidak 

kelihatan. Kenapa perlu persyarat fungsional ini. Apabila sistem sosial 

menghadapi kemungkinan terjadinya disintegrasi atau perpecahan, maka 

ada pola pemeliharaan yang tersembunyi yang dapat memelihara agar 

sistem tetap terintegrasi atau tetap terpelihara. 
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D. Konsep-konsep kunci; 

1. SistemTindakan (Action System): Parsons menggambarkan 

masyarakat sebagai sistem tindakan di mana individu berperan sebagai 

aktor yang membuat keputusan berdasarkan nilai dan norma sosial. 

2. Paradigma AGIL: Parsons mengidentifikasikan empat fungsi yang 

harus di penuhi oleh semuah sistem tindakan agar bisa bertahan: 

 Adaptation (Adaptasi): Kemampuan untuk mengkoordinasikan 

berbagai bagian dari sistem. 

 GoalAttainment (Pencapaian Tujuan): Kemampuan 

masyarakat untuk menetapkan dan mencapai tujuannya. 

 Integration (Integrasi): Kemampuan untuk mengkoordinasikan 

berbagai bagian dari sistem 

 Latency (Letensi): Pemeliharaan pola-pola budaya dan 

motivasi individu dalam masyarakat. 

a. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan individu 

untuk menyelarasakan dirinya terhadap perubahan yang terjadi 

dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan 

dan sarana prasarana. 

b. Pencapain Tujuan dalam hal ini keseluhan upaya tujuan harus 

dipandang sebagai suatu proses 
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c. Integrasi adalah penguuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan 

konsensus (mengenai kesepakatan bersama) dan komunikasi 

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari 

prosedur dan proses sosialisasi. 

E. Aplikasi Teori dalam Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga 

Pada Suku Leuwerang 

       Adaptasi Leluhur masyarakat suku leuwerang berharap generasi 

penerusnya harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya di manapun 

ia berada. Seperti kita ketahui, masyarakat Desa Kangge kebanyakan merantau 

ke daerah lain. Maka diharapkan di daerah perantauannya Suku leuwerang 

harus dapat beradaptasi dengan lingkungan dan dengan masyarakat setempat. 

Sehingga akan tetap bertahan, bagaimana pun situasi dan kondisi yang 

dihadapinya. Filosofi itu juga yang diterapkan dalam pergaulan masyarakat 

Suku Leuwerang. Harus dapat bergaul dengan siapa saja dan menyikapi 

dengan bijak perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu lingkungan, 

sehingga pada akhirnya bisa hidup di mana saja. Seseorang yang merantau, 

bisa lengket di kampung orang lain berarti bisa hidup dan menyesuaikan diri 

dengan aturan-aturan yang berlaku di kampung lain. Dan Alasannya mengapa 

suku leuwerang masih memelihara tradisi larangan pernikahan dalam satu 

marga. Karena pandangannya mereka adalah Perkawinan satu marga 

merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat suku leuwerang karena 
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dianggap sebagai perkawinan sedarah dari garis keturunan ayah, dimana 

perkawinan itu tidak sah dan tidak diadakan 

     Tujuan adanya tradisi dalam masyarakat Desa Kangge khususnya adat 

suku leuwerang yaitu agar hidup manusia kaya akan budaya dan nilai 

bersejarah serta agar kehidupan menjadi harmonis. Semua itu akan terwujud 

jika manusia saling menghargai, menghormati dan menjalankan tradisi 

dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. 

      Walaupun laranagan ini masih di junjung oleh masyarakat adat suku 

leuwerang akan tetapi ikatan antara anggota masyarakat hidup dalam 

kebersaam dan saling bergotong royong masih tetap terjaga hingga saat ini.  

       Meskipun masyarakat Desa Kangge memiliki tradisi dan kebudayaan 

yang sangat kaya, tetapi bukan berarti bahwa tradisi dan kebudayaan itu bisa 

eksis selamanya. Jika tradisi dan kebudayaan warisan leluhur itu tidak 

dirawat, dijaga, dan dilestarikan dengan seksama, maka bukan hal yang 

mustahil jika kelak tradisi dan budaya itu tinggal kenangan saja. Teori 

structural fungsional dari Talcott Parsons menjelaskan bahwa masyarakat 

adalah sebuah sistem yang terintegrasi, tertata dalam structural dan fungsi 

yang rapi dan harmoni. Dalam teori structural lebih mengedepankan tertip 

sosial yang didalamnya tergambar kohensi, integrasi stabilitas, koordinasi 

fungsional dan berbagai mekanisme konsensus. 

      Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam 

sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai 
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sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. 

Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal 

fungsi dari elemen-lemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan 

institusi. Dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk 

masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga 

jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan 

terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan 

bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama. 

         Teori structural fungsional menggambarkan bahwa masyarakat 

adalah manusia yang berperan sebagai aktor pembuat keputusan dalam 

hidupnya sendiri yang sesuai dengan keinginannya, termasuk dalam hal ini 

melangsungkan pernikahan, di samping sebagai aktor yang membuat 

keputusan, namun keputusan tersebut harus dibatasi oleh faktor normatif 

dan situasionalnya, yang bertujuan agar tercapainya ketertiban sosional. 

         Dalam teori structural fungsional di atas, bisa dimengerti bahwa 

penyimpangan sosial khususnya masalah pernikahan di bawa tangan akan 

berdampak negatif terhadap keseimbangan masyarakat, dan struktur sosial 

yang ada di dalamnya. Dengan adanya dampak negatif tersebut, maka 

secara tidak langsung akan merembas kepada ketertiban sosial (sosial 

order). Namun, disi teori structural fungsional akan bantu oleh etnomologi 

yang dilahirkan oleh Harlod Gerfinkel. Hal ini disebakan karena obyak 

dari penelitian ini adalah tingka lakuh masyarakat, yang secara tidak sadar 

dalam membentuk kebeasaan atau penyimpangan dari kebiasaan yang 
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merupakan suatu realitas dan tertib sosial. Tujuan utama dari 

etnometodologi adalah untuk mengungkapkan latar belakang terjadinya 

penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Maka, untuk itu 

dalam pembahasan masalah  pernikahan di bawah tangan sebagai salah 

satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat suku 

leuwerang, penyusun berharap melalui teori structural fungsional 

etnometodologi ini dapat menjelaskan tentang sosiologis pernikahan di 

bawa tangan yang terjadi pada masyarakat suku leuwerang , dan sekaligus 

dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya pernikahan merupakan 

salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat 

suku leuwerang. 

   Dalam Teori Agil 

AGIL singkatan dari Adaptation, Goal, Integration, Latency adalah 

sebagian teori sosial yang dipaparkan oleh Talcott Parson mengenai 

struktur fungsional, diuraikan dalam bukunya The Sosial System, yang 

bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan system sosial. 

Paradigma AGIL adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai 

keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap 

masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan 

kehidupan sosial yang stabil 

 Larangan pernikahan sesama marga merupakan adat dari 

masyarakat Kabupaten Alor, khususnya Desa Kangge Kecamatan Pantar 
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Barat Laut. Pernikahan sesame marga ini tidak boleh dilaksanakan bagi 

masyarakat sekitarnya karena itu larangan dari nenek moyang yang 

terdahulu. Untuk lebih jelas dan bisa mendapatkan gambaran-gambaran 

apa saja landasan teori tentang Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi 

Larangan Pernikahan Satu Marga Pada Suku Leuwerang Di Desa 

Kangge Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor Untuk mengalisis 

mengenai larangan pernikahan sesame marga akan dibahas dengan teori 

fungsionalisme structural oleh Talcot Parsons. 

 Teori Strukturalisme adalah sebuah metodelogi dengan implikasi 

ideologis yang menyatukan semua ilmu kedalam sistem keyakinan baru. 

Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran yang mempunyai 

pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai 

suatu struktur yang sama dan tetap. Strukturalisme itu juga sebuah 

pemikiran yang menganggap bahwa segala sesuatu dibangun atas struktur 

elemen-elemen penyusunannya. 

     Menurut Talcott Parsons dalam (Ihsani & Febriyanti, 2021:13) analisis 

struktur fungsional terhadap sistem tindakan sosial adalah perwujudan dari 

nilai. Sebagaimana dinyatakan Margeret M. Poloma, ada fungsi-fungsi 

tertentu menurut Talcott Parsons yang harus dipenuhi oleh setiap sistem 

untuk kelestarian sistem tersebut, yaitu: pertama, berhubungan dengan 

kebutuhan internal atau kebutuhan sistem pada saat berhubungan dengan 

kebutuhan lingkungannya. Kedua, berhubungan dengan pencapaian tujuan 

dan sarana alat yang perlu dalam pencapaian tujuan. Struktur fungsional 
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adalah sudut pandang dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya 

menafsirkan suatu masyarakat sebagai struktur yang saling berinteraksi, 

terutama dalam norma, adat, tradisi, dan institusi. 

F. Kerangka Pikir 

   Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka 

pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep 

pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka 

pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang 

menjadi objek permasalahan. 

Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka pikir 

adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. 

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya 

suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 

2017: 92). 38 Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan 

informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan 

sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan 

lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah 

penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman 

yang didapat peniliti dari hasil pencarian sumbersumber, dan kemudian di 

terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah 

kerangka pemikiran akan melandasi pemahamanpemahaman lain yang 

telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan 
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menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap 

pemikiran lainnya 

Berdasarkan pemaparan yang sudah di jelaskan di atas, maka 

tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan acuan peneliti dalam 

mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka. pemikiran teoritis di atas akan 

diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan 

diteliti untuk melihat Tinjauan sosiologi terhadap tradisi larangan 

pernikahan dalam satu marga pada suku leuwerang di desa kangge 

Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor  
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir 
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G. Penelitian Yang Relavan 

 Berbagai hasil penelitian eksistensi larangan pernikahan telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu pernah dilakukan 

oleh Roiykhatum Nikmah 2018, Skripsi dengan judul “Pergrseran 

Pandangan Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada 

Masyarakat Muslim Alor Di Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu Nusa 

Tenggara Timur”. Telah banyak penelitian terdahulu membahas tema 

perkawinan endogami maupun eksogami, namun perbedaan karakteristik 

dari penelitian ini adalah masyarakat yang diteliti berada dalam wilayah 

mayoritas beragama katolik, dan terdiri dari beragam suku dan budaya. 

Bagi masyarakat muslim suku Alor yang masih melarang perkawinan 

endogami disebabkan alasan biologis dan juga geneologis. Perubahan 

zaman dan perkembangan masyarakat merubah paradigma berfikir 

sebagian masyarakat Alor mengenai larangan perkawinan endogami yang 

mulai ditinggalkan. Penelitian ini ingin melihat faktor apa yang 

mempengaruhi pergeseran cara pandang tersebut dan bagaimana relasi 

antara sistem hukum Adat, 

 Bustnul (2017), dengan judul “Mitos Larangan Pernikahan Suku Dagang 

dan Lasalli di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue”, beliau 

menjelaskan larangan pernikahan sesame sukuYaitu: antara Suku Dagang 

dan Suku Lasalli. Antara Suku dan Marga hubungannya sangat erat meski 

berbeda. Kalau suku, ras atau golongan sosial yang ada di kalangan 

masyarakat dapat digunakan para golongan lainnya, dan semua budaya 
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memiliki suku. Namun tidak semua suku memiliki marga. Sedangkan 

marga adalah bagian dari suku. 

 Arman (2016), dengan judul “Larangan Perkawinan Semarga dalam 

Masyarakat Alas Aceh Tenggara” dalam Skripsinya beliau membahas mengenai 

perkawinan dalam marga. Namun arah kajiannya lebih ke fiqih bukan secara 

filosofi. 

              Wahyuni (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Perkawinan Semarga Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat 

Batak Toba (Studi Di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli 

Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek perkawinan 

semargayang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa 

Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah merupakan bentuklarangan 

terkait pernikahan pernikahan yang dilakukan laki-laki-danperempuan 

yang masih memiliki ikatan satu marga, hal ini dikarenakanadat Toba 

menganut sistem perkawinan eksogami, namun praktek inisudah dilakukan 

oleh masyarakat muslim karena hukum Islam tidakmelarang 

          Wulandari Leri Tri (2017) dengan judul “Larangan Perkawinan 

Antar Dukuhkarena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim dalam 

PerspektifHukum Islam (Study Kasus anata Dukuh Jaten Desa Mojo 

denganDukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali)”  Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa 

masyarakat Dukuh Jaten Desa Mojo dan Masyarakat Dukuh Bandung 

Desa Beji Kecamatan AndongKabupaten Boyolali masih mempercayai 
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larangan perkawinan antar dukuh.Masyarakat memiliki kepercayaan 

apabila melanggar akan mendapat bencana bahkankematian bagi yang 

menikah, keluarga serta masyarakat 

        Roykhatun (2018) dengan judul “Larangan Perkawinan Satu Suku 

(Endogami) Di KotaAtambua-Nusa Tenggara Timur”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Alor 

masihmempertahankan sistem larangan perubahan sosial. Kedua, 

Pemahaman Masyarakat terhadap Ajaran Agama. Dengan adanya 

pemahaman masyarakat suku Alor khususnya dalam persoalan larangan 

perkawinan, maka individudalam masyarakat akan menjadi lebih terbuka 

terhadap perbedaan cara pandangdan struktur sosial masyarakat. Ketiga, 

Kompleksitas Pergaulan perkawinan ini karena: pertama, rendahnya 

pemahaman terhadap agama, bagi sebagian masyarakat masih ada yang 

mempertentangkan nilai-nilai agama dan budaya, sehingga individu-

individu tersebut tidak sepenuhnya memahami apa yang diajarkan oleh 

nilai-nilai agama. 

         Sholihin Gultom, 2014 skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba Di Masyarakat 

Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara” 

Dalam skripsi tersebut menjelaskan larangan pernikahan satu marga sudah 

dari dulu dijelaskan, larangan menikah tidak hanya satu marga saja tetapi 

adanya larangan menikah karena telah mengikrarkan janji kepada satu 

marga yang berbeda dengannya. 
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            Yushadeni 2009, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pernikahan Sesuku Di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan 

Singingi, Provinsi Riau” Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa larangan 

pernikahan sesuku di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, 

provinsi riau karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena 

didalam al-qur’an dan hadis tidak ada ketentuan mengenai larangan 

tersebut, dengan kata lain hukum pernikahan sesuku boleh. 

             Adrian Khairunnisa 2018, Skripsi dengan judul “Larangan 

perkawinan namarpadan dalam hukum perkawinan adat batak toba yang 

masih berlaku di daerah Jakarta” skripsi ini membahas tentang apa saja 

yang menjadi akibat hukum yang diterima oleh pelaku pelanggaran hukum 

perkawinan marga yang sepadan (marpadan) 

          Fatimah Fatmawati 2015, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak 

Mandailing”. Fatimah Fatmawati Tanjung menyimpulkan bahwa dalam 

masyarakat Batak Mandailing sangat melarang ada nya pernikahan satu 

marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. 

Larangan perkawinan satu marga dikarenakan merupakan saudara yang 

tidak dapat dinikahi karena merupakan dongan sabuhuta atau dari rahim 

yang sama. Adapun faktor dilarangnya melakukan perkawinan semarga itu 

karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan terjadinya 

perkawinan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan apabila 
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terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta akan 

merusak cara partuturan kepada anggota keluarga. 

             Berdasarkan kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keduanya sama-sama membahas mengenai bagaimana larangan pernikahan di 

lingkungan masyarakat dan cara pandang masyarakat, melanggar ketentuan yang 

telah diatur oleh adat mereka. Sedangkan penelitian yang kedua Implikasi 

perkawinan dalam perspektif hukum. Jadi dalam penelitian itu diharapkan 

masing-masing peneliti agar bisa mengupayakan yang namanya larangan 

pernikahan dalam setiap adat istiadatnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian kualitatif dipilih agar hasil penelitian tidak bertolak dari teori 

saja, melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan sehingga 

menjamin keaslian sumber data 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi 

kasus. Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yaitu untuk 

menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah dengan 

mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk 

mendapatkan gambaran dalam Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan 

Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang  

 Beberapa Manfaat Penelitian Studi Kasus Menurut design (Design, 

1989), sebagaimana dikutip Mulyana (2013: 201- 202), keistimewaan Studi 

Kasus meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Studi Kasus merupakan sarana 

utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti, 

2. Studi Kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang 

dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari 3. Studi Kasus merupakan 

sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek 

atau informan, 4. Studi Kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan 

konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan 

konsistensi faktual tetapi juga keterpercayaan 5. Studi Kasus memberikan 

“uraian tebal” yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas, 6. Studi 
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Kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi 

pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. Sekadar mengingatkan 

istilah “emik” dan “etik” pertama kali dikenalkan oleh Kenneth Pike, seorang 

linguis yang kemudian mengembangkannya dalam bidang ilmu budaya 

(Endraswara, 2012: 34). Emik ialah jenis atau kategori data menurut subjek 

penelitian. Sedangkan etik ialah kategori data menurut peneliti dengan 

mengacu pada konsep-konsep sebelumnya. Seiring dengan perkembangan 

metode penelitian kualitatif, kedua istilah “emik” dan “etik” lazim dipakai 

untuk menggambarkan kategori data 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pantar Barat 

Laut Kabupaten Alor. Alasan peneliti memilih kecematan Pantar barat Laut 

sebagai tempat meneliti karena kecamatan Pantar Barat Laut merupakan asal 

daerah dari peneliti, sehingga saya sebagai peneliti dipandang perlu untuk 

melakukan penelitian sebagai bentuk kepedulian peneliti terhadap Tinjauan 

Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga 

Kecamatan Pantar Barat laut Kabupaten Alor. 

             Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan di Kecamatan Pantar 

Barat Laut Kabupaten Alor. 
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C. Fokus Penelitian 

       Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. 

Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan 

memanfaatkan fokus yaitu penetapan fokus dapat membatasi studi, penetapan 

fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar 

(inclusion-exclusion criteria) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan 

sebagaimana dikemukakan (Abduh et al., 2019:22), bahwa perubahan 

masalah dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang biasa bahkan sangat 

diharapkan Karena tujuannya adalah mengungkap fakta-fakta yang sesuai 

dengan kondisi dan situasi dilapangan. Tanpa adanya fokus penelitian, 

penelitian terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh 

karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang 

dan mengarahkan penelitian. 

Fokus penelitian bersifat kualitatif seiring dengan perkembangan 

penelitian (abduh et, al), menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan 

untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna 

memilih data yang relevan dan yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti 

memfokuskan penelitian pada Tinjaun Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan 

Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Masyarakat Suku Leuwerang 

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

1. Mengapa praktik larangan pernikahan dalam satu marga pada Suku 

Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut Kabupaten Alor tetap bertahan 

hingga saat ini? 
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2. Bagaimana praktik larangan pernikahan dalam satu marga pada Suku 

Leuwerang di Kecamatan Pantai Barat Laut Kabupaten Alor?           

  

D. Informasi Penelitian 

Penelitian kualitatif ini tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi 

dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus 

penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan 

yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses 

penelitian .Menurut  (Permatasari et al., 2020:21). Informasi  

1. Pemerintah Desa 

Peneliti memilih Pemerintah Desa untuk menjadi salah satu subjek 

penelitian, karena Pemerintah Desa bersangkutan dengan hukum adat  

2. Tokoh Adat 

Tokoh Adat Peneliti memilih tokoh adat Desa Kangge untuk menjadi salah 

satu subjek penelitian, karena tokoh adat yang lebih memahami tentang 

seluk-beluk kehidupan adat penelitian tersebut.   

E. Jenis dan Sumber Data                        

        Untuk memperoleh data, penulis memperoleh dari pengamatan, wawancara, 

dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data 

dalam penelitian ada dua: 

1. Data Primer 

      Yaitu data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan 

informan, terutama dengan informan yang menjadi subjek adalah kepala 
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Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pantar Barat 

Laut Kabupaten Alor. 

2. Data sekunder  

   Yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan 

pelengkap, meliputi media seperti: internet, jurnal, dan buku yang 

menjadi referensi dan berkaitan dengan masalah tentang Tinjaun 

Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Dalam Satu Marga 

Pada Suku Leuwerang 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data, seperti paduan wawancara, alat rekam dan peneliti 

(Ritonga & Mansuri, 2017) Oleh karena itulah, menyusun kegiatan penelitian 

merupakan langkah penting yang harus dipahami betul oleh peneliti. Selain itu 

untuk mendukung tercapainya hasil penelitian maka peneliti menggunakan 

alat bantu berupa lembar observasi, berisi catatan-catatan yang di peroleh 

peneliti pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan, paduan 

wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah di siapkan 

oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang 

akan dijawab melalui proses wawancara, catatan dokumentasi adalah data 

pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan 

wawancara yang berupa gambar, data sesuai dengan kebutuhan penelitian, 

kamera, ponsel sebagai alat dokumentasi setiap kegiatan peneliti dan buku 

catatan, alat tulis dan leptop sebagai penunjang dalam penelitian. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian bersumber dari data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui 

hasil wawancara atau pengamatan. Sedangkan data sekunder diperoleh secara 

tidak langsung/ melalui pihak kedua (instansi terkait), dengan melakukan studi 

dokumentasi atau literatur Sugiyono dalam (Imron, 2019:11).  Penjelasan 

tersebut diatas apabila dijabarkan pengertian data primer adalah data yang 

dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Dalam hal ini 

sumber data utama (data primer) diperoleh langsung dari setiap informan yang 

diwawancara secara langsung di lokasi penelitian. Data sekunder adalah data-

data yang dapat diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber 

lainnya terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, hasil rapat perkumpulan, 

sampai dokumentasi-dokumentasi resmi dari alam lampiranlampiran dari 

badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil 

survey, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk 

memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan 

melalui wawancara langsung. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, 

dimana peneliti berusaha memberikan gambaran atau uraian yang bersifat 

deskriptif mengenai keadaan objek yang diteliti secara sistematis dan actual 

mengenai fakta-fakta yang ada. 
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H. Teknik Analisis Data 

     Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis 

untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.  Analisis 

data Menurut Miles dan Huberman dalam (Ajif, 2013) terdapat tiga teknik 

analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian 

berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Berikut teknik 

analisis yang digunakan peneliti: 

1. Reduksi Data 

     Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan 

abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, 

membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan ke 

pola-pola dengan membuat transkrip, penelitian untuk 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat bagian 

yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan. 

Data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek 

penelitian dan dokumentasi yang didapat akan diseleksi oleh 

peneliti. Kumpulan data akan dipilih dan dikategorikan sebagai data 

yang relevan dan data yang mentah. Data yang mentah dipilih 

kembali dan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian akan disiapkan untuk proses penyajian data. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga 

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Agar dalam penyajian data tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk 

matrik, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan 

informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa 

yang diteliti. 

3. Penarikan Kesimpulan 

    Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab 

akibat atau proporsi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi 

dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat 

catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. 

Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut 

dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data 

tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik 

menjadi kokoh. 

      Untuk mendapatkan hasil kesimpulan data yang valid, 

maka perlu diperhatikan langkah-langkah berikut ini: 

a. Mencatat poin-poin terpenting yang didapat dari lapangan, 

kemudian diuraikan secara luas dan dikembangkan sesuai 

dengan keadaan, pengamatan, dan hasil data di lapangan. 
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b. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi. 

Peneliti mengambil data secara detail mulai dari foto-foto, 

pengamatan, hasil wawancara dan dokumentasi. 

c. Pemilihan informan yang tepat sesuai dengan pemilihan data 

d. Peneliti harus jeli dalam memperhatikan proses di lapangan 

agar hasilnya maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan. 

I. Teknik Absahan Data 

     Dalam penelitian kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan 

untuk menetapkan keabsahan data. Untuk mendapatkan keabsahan data, 

diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan 

didasarkan atas kriteria tertentu menurut (Moleong, 2010). Ada empat 

kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kepastian, 

dan ketergantungan. 

(Sugiyono & Zainal Arifin, 2015:12) mengatakan “triangulasi 

dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data berbagai 

sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik dan waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Tringulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Misalnya membandingkan 

hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara 

dengan dokumen yang ada. 

2. Triangulasi Teknik 
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Untuk Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama. Rencana penelitian ini menggunakan uji triangulasi 

sumber dan uji triangulasi teknik dalam keabsahan data, sebab dalam 

penelitian ini akan membandingkan data hasil observasi dengan hasil 

wawancara dan dokumen yang ada. 

3. Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari 

pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih 

valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data 

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

sampai ditemukan kepastian datanya.  

J. Etika Penelitian 

Prinsip etika penelitian adalah menghormati hakekat dan martabat 

manusia, Menurut Donald Cooper dalam (Suryanto, 2005:17) disebutkan 

bahwa tujuan etika dalam penelitian adalah untuk menjamin bahwa tidak ada 

satu pihak pun yang dirugikan ataupun menanggung risiko kerugian dalam 

setiap kegiatan penelitian. Bagaimanapun, suatu kegiatan tidak beretika bisa 

terjadi dimana saja, misalnya pelanggaran terhadap persetujuan publikasi hasil 

penelitian, kerahasiaan, salah penyajian hasil temuan, besarnya biaya 
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penelitian, dan sebagainya. Pada penelitian survei, peneliti tidak boleh 

melupakan hak-hak responden yang harus dilindungi saat pengumpulan data. 
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BAB IV 

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Desa Kangge 

        Dalam sejarahnya, Desa Kangge pada masa pemerintah colonial 

belanda merupakan sebuah kerajaan Islam yang menjadi sala satu pintu 

masuknya agama Islam di utara pulau Lembata. Pada umumnya penduduk 

Desa Kangge biasanya dikenal dengan orang Kangge, ini dikarenakan 

sebelum Negara Indonesia diproklamirkan menjadi Negara yang berdaulat. 

      Menurut penutaran sejarah, penduduk Desa Kangge sebenarnya adalah 

orang-orang yang melakukan migrasi dari Pulau Marica, dimana pulau 

tersebut terletak di sebelah barat. 

    Mula-mula penduduk Desa Kangge Memiliki 4 suku besar yang 

sekarang dikenal dengan Suku Marisa, Suku Leuwerang, Suku Mukobau 

dan Suku Tonu. Dari keempat suku diatas, kedua suku Marisa dan suku 

Leuwerang merupakan suku kakak beradik, sedangkan suku leuwerang 

merupakan suku yang sudah lebih dahulu menetap di Desa Kangge. 

     Setelah sekian lama menetap di Desa Kangge datanglah beberapa suku 

baru yang berasal dari berbagai penjuru. Suku-suku tersebut antara lain: 

Suku Panggorang, Blagar, Utung Wala, Lawa Dongo, Darang dan Suku 

Atalojo. Kedatangan suku-suku baru tersebut kemudian mereka bergabung 

Bersama penduduk setempat dan sama-sama membangun Desa secara 

rukun dan damai. 
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Desa Kangge merupakan sebuah Desa yang terletak di bagian barat 

dari pada Kabupaten Alor, yang artinya pulau tersendiri. Luas wilaya Desa 

Kangge yaitu 9K sedangkan lebarnya 5 kilo. Kemudian Pulau Kangge   

memeliki dataran rendah yang merupakan tidak memeliki pegunungan dan 

padanng rumput dan batu berbatuan. Sebelah timur pulau kangge yang 

berbatasan dengan selat Marica, sebelah barat berbatasan dengan selat 

ombai, sebelah utara berbatasan dengan selat Lembata, sebelah selatan 

berbatasan dengan teluk wolu 

B. Letak Geografis  

     Desa Kangge merupakan sebuah Desa yang terletak di bagian barat dari 

pada Kabupaten Alor, yang artinya pulau tersendiri. Luas wilaya Desa 

Kangge yaitu 9K sedangkan lebarnya 5 kilo. Kemudian Pulau Kangge   

memeliki dataran rendah yang merupakan tidak memeliki pegunungan dan 

padanng rumput dan batu berbatuan. Sebelah timur pulau kangge yang 

berbatasan dengan selat Marica, sebelah barat berbatasan dengan selat 

ombai, sebelah utara berbatasan dengan selat Lembata, sebelah selatan 

berbatasan dengan teluk wolu 

      Secara administrasi Kabupaten Alor berbatasan dengan kepulauan 

paling timur Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor Berbatasan dengan 

wilayah-wilayah berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, 

sebelah Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten maluku daya, sebelah 

selatan berbatasan dengan selat ombai dan timor leste dan sebelah barat 

berbatasan dengan selat lomblen dan kabupaten lembata. 
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       Secara administrasi Desa Kangge Kemudian Pulau Kangge   memeliki 

dataran rendah yang merupakan tidak memeliki pegunungan dan padanng 

rumput dan batu berbatuan. Sebelah timur pulau kangge yang berbatasan 

dengan selat Marica, sebelah barat berbatasan dengan selat ombai, sebelah 

utara berbatasan dengan selat Lembata, sebelah selatan berbatasan dengan 

teluk wolu 

         Secara administrasi Kabupaten Alor berbatasan dengan kepulauan 

paling timur Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor Berbatasan dengan 

wilayah-wilayah berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, 

sebelah Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten maluku daya, sebelah 

selatan berbatasan dengan selat ombai dan timor leste dan sebelah barat 

berbatasan dengan selat lomblen dan kabupaten lembata 

C. Keadaan Penduduk  

Penduduk Desa Kangge sensus tahun 2019 berjumlah 703 jiwa dengan 

perincian: laki-laki 308 jiwa dan wanita 395 jiwa atau 210 KK. Dari 

perbandingan jumlah penduduk yang ada maka penduduk Desa Kangge 

umumnya didominasi oleh kaum wanita. Banyaknya jumlah penduduk wanita 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: Pertama, banyak penduduk 

pria yang merantau keluar daerah untuk mengais rezeki seperti Malaysia dan 

daerah lainnya. Kedua, penduduk pria usia sekolah lebih banyak melanjutkan 

sekolahnya keluar daerah dibandingkan penduduk wanita. Ketiga, laju 

pertumbuhan penduduk wanita lebih tinggi dibanding pria 
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1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur 

laki-laki 308 jiwa dan wanita 395 jiwa. Untuk lebih jelasnya lagi dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 4.1 Klafikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Umur       

N0 Umur Jenis 

Kelamin 

Jumlah % 

L P 

1 0-9 bulan 8 6 14 1,99 

2 10-14 tahun 20 39 59 8,39 

3 15-29 tahun 19 20 39 5,54 

4 30-49 tahun 89 70 155 22 

5 40-69 tahun 134 182 316 44 

6 70-90 tahun 42 78 120 17 

 JUMLAH 308 395 703 98,92 

Sumber: Kantor Desa Marisa 

2. Kedaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 

            Pendidikan merupakan penopang pembangunan bangsa. Suatu 

bangsa dikatakan punya daya saing apabila memiliki sumber daya 

manusia yang tinggi. Dengan demikian, tingginya sumber daya manusia 

yang ada bisa menjadi kekuatan untuk mengelolah segenap potensi yang 

dimiliki oleh bangsa tersebut. 

            Penduduk Desa Kangge umumnya masih berpendidikan rendah, 

hal ini bisa dilihat dari jumlah pendududuk yang kebanyakan hanya 
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sampai padatingkat sekolah dasar dan bahkan tidak tamat sekolah dasar 

lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berhasil 

menamatkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini 

Tabel 4.2 Klafikasi Pendidikan Tingkat Pendidikan 

N0 Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin  Jumlah % 

L P 

1 Buta 

huruf         

51 110 161 25 

2 Ak tamat SD 90 86 176 27 

3 Tamat SD 78 89 167 26 

4 Tamat SLTP 34 39 73 11 

5 Tamat SLTA 12 18 30 4,7 

6 Tamat D-1 - 1 1 0,1 

7 Tamat D-11 6 3 9 1,4 

8 Tamat D-111 1 - 1 0,1 

9 Serjana 8 4 12 1,9 

 JUMLAH     280 350 630 97,2 

       Sumber: Kantor Desa Marisa 
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4.  Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan dan Mata 

Pencarian 

      Pada umumnya masyarakat di Desa Kangge sebagai petani dan 

nelayan. Mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan nelayan 

dikarenakan, letak Desa yang berada di pesisir pantai, Kebanyakan 

masyarakat di Desa Kangge sebagai nelayan mereka juga bekerja 

sebagai petani. Sehingga sulit untuk membedakan jenis pekerjaan 

dari masyarakat perorang. Hal ini disebabkan kondisi laut yang 

tidak menentu, sehingga untuk mempertahankan hidupnya 

masyarakat setempat bekerja pada kedua sektor diatas. wirausaha 

terutama dibidang perdagangan dan usaha lainnya mulai diminati 

seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini   

Tabel 4.3. 

Klafikasi penduduk menurut pekerjaan dan mata pencarian 

 

No Mata Pencari Jenis 

Kelamin 

Jumlah % 

L P 

1 Petani / Nelayan 153 233 387 55 

2 Pensiunan 1 - 1 0,1 

3 Wirausaha 6 5 10 1,4 

4 PNS 6 4 10 1,4 

5 Belum/ tidak 

bekerja 

142 153 295 41 
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 JUMLAH 308 395 703 98,9 

               Sumber: Kantor Desa Marisa 

5. Keadaan Budaya dan Adat Istiadat 

       Derasnya arus modernisasi dan pengaruh budaya asing yang masuk 

ke Desa Labala tidak serta merta menghancurkan sendi-sendi kehidupan 

masyarakat yang ada. Budaya “Krajjang hama” atau kerja sama 

merupakan ciri masyarakat di Desa ini, sehingga apabila ada keluarga 

yang menyekolahkan anaknya atau membangun rumahnya, maka 

keluarga yang lain ikut membantu dengan menyumbangkan segala apa 

yang dibutuhkan sesuai kemampuan masing-masing. Wujud dari 

solidiritas sosial di atas tetap terjaga sehingga tradisi saling melengkapi 

tidak mudah luntur atau lenyap dari kehidupan masyarakat Desa 

Kangge. 

     Secara kultur masyarakat Desa Kangge menganut sistem 

kekerabatan patrilineal yaitu sebuah sistem kekerabatan dengan 

mengikuti garis keturunan ayah atau garis keturunan laki-laki sehingga 

setiap anak yang lahir baik pria maupun wanita akan menggunakan 

marga dari ayahnya. Salah satu kelebihan dari sistem patrilineal yang 

dianut oleh masyarakat Desa Kangge adalah, adanya rasa kebersamaan 

dan sepenanggungan yang tinggi dalam kelompok (suku) dari setiap 

orang, sehingga setiap beban yang berat bisa menjadi ringan misalnya: 

ada acara-acara seperti kematian, perkawinan dan lainnya maka 

bebannya menjadi tanggung jawab Bersama 
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     Masyarakat Kangge sudah tergolong moderen, namun kearifan-

kearifan lokal tetap dilestarikan. Produk-produk budaya warisan leluhur 

tetap dirawat dengan baik. Tarian-tarian lokal misalnya masih 

dipertahankan dalam masyarakat. Keterampilan menenun juga masih 

dilestarikan dengan baik, hal ini dikarenakan kain hasil tenunan 

(nowing dan kewatek) merupakan instrumen dalam setiap proses adat 

baik dalam pernikahan maupun upacara-upacara adat lainnya. 

     Kehidupan masyarakat di Desa Kangge diikat oleh aturan adat yang 

sangat ketat, sehingga bagi para pelanggar norma dan nilai yang dianut 

dalam masyarakat, akan diberi sanksi adat yang tegas berupa, 

pembayaran denda adat dalam bentuk materi maupun sanksi pengucilan 

sosial oleh masyarakat lainnya. Beratnya sanksi di atas menimbulkan 

efek jera bagi para pelaku atau pelanggar ketentuan adat, sehingga 

potensi terjadinya pelanggaran sosial. 

D. Keadaan Sosial. 

    Agama 

   Tatanan sosial kehidupan masyarakat Desa Kangge sangat kental 

dengan sikap solidaritas antara sesama, dimana kegiatan-kegiatan 

yang bersifat sosial sangat dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya 

ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama 

masyarakat. Sebagai sesama muslim sangat ditekankan untuk saling 

menolong antara satu dengan lainnya. Dalam kehidupan 

bermasyarakat membantu meringankan beban saudara merupakan hak 
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sekali gus tanggung jawab bersama, sehingga dapat terciptanya 

hubungan ukhuah islamiah antara sesama. Atas landasan inilah 

sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan 

interaksi sosial dengan baik. 

    Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem 

budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan 

kehidupan. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat 

dilihat dari besarnya jumlah sarana ibadah menurut agama. Penduduk 

Desa Kangge100% menganut agama islam 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

      Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Kangge, 

Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, 

maka dapat menjawab rumusan masalah dari objek yang diteliti, yaitu 

sebagai berikut:  

1.  Makna Filos Larangan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang 

di Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor 

     Setelah memaparkan dan mengalisis berbagai persepsi masyarakat 

mengenai tanggapan terhadap apa faktor-faktor yang melar belakangi 

sehinggah terjadinya larangan pernikahan dalam satu pada suku 

leuwerang, langkah selanjutnya adalah menggali lebih dalam dengan 

masyarakat suku leuwerang. 

     Tradisi merupakan suatu kesahajaan/kebiasaan yang berkali-kali 

dikerjakan dengan penggunaan yang setara. Kesahajaan/kebiasaan 

dapat dilaksanakan berkali-kali hingga sekelompok orang melestarikan 

nya. Dengan Tradisi tersebut terkait bahasa Latin “Tradere” yang 

bermakna melindungi dari keturunan berikutnya. Apabila kebiasaan 

atau Tradisi diakui baik bagi orang Batak dan dilaksanakan tanpa 

henti, maka gerak-gerak yang tidak sesuai Adat atau Tradisi bakal  

dikira pelanggaran terhadap Tradisi atau Hukum. 
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   Deskripsi Marga dan Perkawinan dalam Marga Marga merupakan 

kumpulan orang yang bersaudara atau orang yang satu keturunan 

menurut garis keturunan ayah dari ayah masyarakat Dessa Kangge 

menganut keturunan secara Patrilineal yaitu pengaturan Alur keturunan 

yang diwariskan dari ayah. Tujuan dari marga adalah unrtuk membina 

kekompakan antara keturunan marga yang sama, marga pada awalnya 

adalah nama yang diberikan leluruh pada anaknya dan sekarang 

digunakan sebagai penanda bahwa mereka merupakan kelompok 

marga yang sama. Seluruh masyarakat Desa Kangge mengikuti marga 

dari ayahnya dibelakang namanya, jadi semua masyarakat Desa 

kangge yang semarga adalah semua bersaudara dan maka mereka 

dilarang saling menikah.  

    Perkawinan merupakan suatu hubungan yang sah dan sangat penting 

di antara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin 

antara kedua belah pihak dengan bertujuan membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan sehingga mencegahnya perzinaan. Bisa 

dikatakan pernikahan merupakan suatu amanat yang telah mengikat 

antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara sah atau halal 

menurut agama masing-masing. Perkawinan marga parna merupakan 

perkawinan diluar marganya, oleh karena itu jelas adanya larangan 

keras menikah dengan sesama marga dalam Adat Suku Leuwerang. 

Sebab itulah Tonggak Unggul marga manapa dalam perkawinan. 
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     Perkawinan mayarakat Desa Kangge merupakan Amanat asli yang 

dilangsungkan untuk menggabungkan antara dua orang yang berbeda 

membentuk satu yang dilandaskan dengan Norma Agama yang dianut 

masyarakat Desa Kangge. Maka yang dianut masyarakat Desa Kangge 

ialah perkawinan diluar margannya. Kemudian perkawinan satu marga 

tidak diizinkan dari beberapa sumber yang diperoleh peneliti tentang 

perkawinan Adat Suku leuwerang dari sebagian Jurnal yang telah 

dipelajari peneliti. Maka dari itu, peneliti tidak mengulas secara luas 

tentang pernikahan sesama marga. Untuk itu pandangan tentang 

Hukum Adat Suku Leuwerang sesame marga parna adalah marga yang 

paling ditegaskan untuk melarang adanya pernikahan sesama marga.   

a.    Makna Filosofi sebab adanya faktor- faktor larangan sesama 

marga 

     Pernikahan atau pernikahan di Indonesia pada dasarnya di atur 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam 

lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut 

bersifat universal. Setelah Undang-undang ini diberlakukan maka 

terjadi unifikasi hukum mengenai pernikahan di Indonesia. Sehingga 

diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pernikahan. Dengan berlakunya 

Undang-undang pernikahan tersebut, maka ikatan antara laki-laki 

dan perempuan dapat dipandang sebagai suami istri yang sah. 

Apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan 
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ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini menampung 

prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum pernikahan yang 

selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai 

golongan warga Negara Indonesia. 

   Sepertinya halnya yang dikatakan Bapak Bakir umur 35 tahun 

salah satu masyarakat ada di Desa Kangge 

    Saya pribadi memandang bahwa ada beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya pernikahan semarga pada suku leuwerang, 

diantaranya ialah faktor agama dan faktor cinta. Proses pernikahan 

berdasarkan agama adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

dari agama dan kepercayaan masing-masing. Adat, pernikahan 

semarga dalam suku leuwerang tidak boleh dilakukan namun jika 

sudah saling menyayangi dan mencintai kenapa harus dihalangi, 

setiap manusia berhak untuk hidup bahagia itu ialah sesuatu yang 

tidak diperbolehkan untuk dilakukan.”(Wawancara, 27 Juli 2023) 

   Ketika melakukan wawancara berarti ada suatu perintah yang 

tidak boleh dilakukan atau dikerjakan oleh siapapun sesuai dengan 

perintah tersebut. Apabila ada yang melakukannya maka orang 

tersebut akan mendapatkan hukuman. Larangan pernikahan sesama 

marga artinya adalah suatu perintah yang tidak diperbolehkan atau 

tidak diizinkan oleh hukum adat untuk menikah satu sama lain 

dikarenakan sesama marga. 
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    Sepertinya yang dikatakan Bapak Gunawan umur 32 tahun salah 

seorang dari suku leuwerang 

   Justru itu apabila perintah itu tidak di jalankan atau dihiraukan 

masyarakat setempat maka orang yang melanggar perintah 

tersebut mendapat hukuman. Kalau dalam aturan adat suku 

leuwerang penikahan sesama marga itu memang tidak boleh 

tetapi, masih ada juga yang memegang teguh.(Wawancara, 29 Juli 

2023) 

     Salah satu faktor yang menjadi penyebab larangan pernikahan dalam 

satu marga dalam suku leuwerang yang mempercayai Eksogami 

(Pernikahan di luar marga) sehingga masyarakat kangge khususnya suku 

leuwerang sangat menghindari adanya pernikahan sesame marga, oleh 

karena itu pernikahan sesama marga di duga pernikahan sedara sekandung. 

      Salah satu adat istiadat suku leuwerang yang masih dijalankan dan 

dipercaya sampai sekarang adalah tidak boleh menikah dangan satu marga 

sama artinya dengan menikahi dengan saudara sedarah, uniknya adalah 

meskipun kita tidak pernah bertemu dan kenal dengan orang yang semarga 

tersebut, kita tetap dianggap keluarga sedarah. Aturan tata tertib 

pernikahan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan 

anggota-anggota masyarakat dan para pemuka adat dan atau para pemuka 

agama  

         Seperti halnya yang dikatakan Bapak Bahluan umur 61 tahun selaku 

Tokoh adat 

     Budaya pernikahan dan aturannya yang berlaku pada suatu bangsa 

tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat 

itu berada serta pergaulan masyarakatnya. (Wawancara, 30 Juli 2023) 



60 

 

 
 

     Ketika Melakukan hasil wawancara dengan Hasan mengidentifikasikan 

bahwa marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, 

sedarah dan seketurunan menurut garis bapak. Fungsi marga adalah 

sebagai landasan pokok dalam masyarakat Desa Kangge, mengenai 

seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan 

golongan, golongan dengan golongan, dan lain-lain. Tujuan marga adalah 

membina kekompakan dan solidaritas sesama anggota marga sebagai 

keturunan dari satu leluhur. 

     Seperti halnya yang dikatakan Bapak Hasan umur 50 tahun salah satu 

masyarakat desa kangge   

     Didalam suku leuwerang, pernikahan semarga dianggap sebagai 

pernikahan saudara. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan 

dilarang menurut suku tersebut. Pernikahan semarga adalah pernikahan 

yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang 

sama. Oleh karena itu, apabila kita bertemu dengan semarga yang sama 

itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai 

hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Pada 

intinya secara umum, hukum adat suku leuwerang itu adanya larangan 

terhadap terjadinya pernikahan antara pria dan wanita yang satu marga. 

(Wawancara, 1 Agustus 2023) 

      Ketika melakukan hasil wawncara dengan Bapak Bahluan, menikah 

semarga dalam suku leuwerang di Desa Kangge masih dijunjung tinggi 

sampai sekarang. Yang membuat peraturan adat ini adalah nenek moyang 

terdahulu, karena semarga dianggap kakak adik (saudara), dan pernikahan 
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semarga dianggap tidak menambah saudara, contohnya orang bermarga 

manapa menikah dengan marga manapa, maka akan lahir anak marga 

angkat juga.  

    Sepertinya halnaya yang dikatakan bapak Ahmad umur 60 

 Salah satu masyarakat Desa Kangge dalam pandangannya 

masyarakat suku leuwerang sangat melarang adanya pernikahan 

satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek 

moyang larangan pernikahanan satu marga dikarenakan 

masyarakat Suku leuwerang menganggap bahwa satu marga 

merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan 

dongan sabuhuta atau dari rahim yang sama. (Wawancara, 2 

Agustus 2023) 

     Dalam wawancara denagan bapak Ahmad, beliau menyampaikan 

pandangannya bahwa adapun faktor dilarangnya melakukan pernikahan 

semarga itu karena dapat merusak tatanan adat yang telah berlaku dengan 

terjadinya pernikahan sedarah dan akan merusak hubungan kekerabatan 

apabila terjadi pertengkaran sampai berujung kepada perceraian serta akan 

merusak cara pertuturan kepada anggota keluarga.   

     Menurut bapak Bahluan umur 61 tahun dari sudut pandangnya 

 Dan larangan ini dibuat karena dianggap masih satu nenek, dan 

jika dilakukan dianggap suatu kesalahan. Oleh karena itu dari 

kecil diajarkan ke anak siapa-siapa saja yang termasuk saudara 
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termasuk saudara semarga supaya anak-anak saling mengenal dan 

tahu kalau semarga itu adalah saudara dan tidak boleh menikah 

kalau masih semarga 

      Sama halnya yang dikatakan bapak Hasan umur 50 tahun, sala satu 

masyarakat di Desa Kangge 

      Pernikahan semarga ini merupakan istilah tradisi kebiasaan yang ada 

pada masyarakat suku leuwerang. Pernikahan itu perjanjian antara laki-

laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan semarga maksudnya 

satu keturunan, dalam hal ini garis keturunan berdasarkan kepada ayah. 

Jadi, secara keseluruhan larangan pernikahan semarga tidak boleh 

melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri 

jika mereka mempunyai hubungan pertalian dari ayah. Dalam adat 

Pakpak tidak dibolehkan melakukan pernikahan dengan satu marga. 

Misalnya, seorang laki-laki bermarga Manapa tidak diperkenalkan nikah 

dengan wanita bermarga Manapa. (Wawancara, 4 Agustus 2023) 

      Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan umur 50 tahun, mengindasikan 

mengenai keterangan-keterangan sebab adanya larangan pernikahan 

sesama marga didalam Suku Leuwerang itu sudah terjadi pada masa nenek 

moyang terdahulu. Namun sejak kapannya larangan itu diberlakukan 

belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Masyarakat Desa Kangge   

hanya mengetahui larangan dalam pernikahan sesama marga itu ada pada 

zaman dulu zaman nenek moyang mereka. 



63 

 

 
 

      Pernyataan ini juga yang dikatakan Bapak Bakir umur 35 tahun, sala 

satu masyarakat yang di Desa Kangge  

      Adat larangan menikah semarga ini belum pernah ada yang 

melanggar di dalam suku leuwerang, karena masyarakat di kampung 

tersebut sangat menjunjung tinggi nilai dan peraturan peradatan, bahkan 

jauh sebelum saat ini kata nenek nenek terdahulu kalau ada yang 

melanggar adat tersebut akan mendapatkan musibah, walaupun di dalam 

hukum Islam tidak ada larangan menikah semarga, tetapi mereka sangat 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan adat termasuk larangan 

menikah semarga tersebut. (Wawancara, 6 Agustus 2023) 

    Dari beberapa narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap 

masyarakat memeliki pandanagan yang sama terhadap faktor- faktor 

terhadap Makna Filosofi sebab adanya faktor- faktor larangan sesama 

marga 

a. Nilai dan makna larangan pernikahan  

Terdapat nilai dan maknaa dari larangan pernikahan pada satu marga 

yaitu terlindungnya hubungan persaudaraan yang baik yaitu hubungan 

dengan keluarga besar hubungan kekerabatan dan hubungan baik 

antara perkumpulan marga manapa dan terhindar dari perpecahan 

kelompok marga yang dapat memahami adanya larangan pernikahan 

satu marga 



64 

 

 
 

   Sepertinya halnya yang dikatakan Bapak Hasan umur 50 tahun 

salah satu masyarakat ada di Desa Kangge 

    Pada dasarnya mereka selalu memegang teguh silsilahnya 

karena itulah adalah kunci dari kekerabatan  

       Bapak Hasan menyimpulkan bahwah Maksudnya ada suatu perintah 

yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan oleh siapapun sesuai dengan 

perintah tersebut. Apabila ada yang melakukannya maka orang tersebut 

akan mendapatkan hukuman. Larangan pernikahan sesama marga artinya 

adalah suatu perintah yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh 

hukum adat untuk menikah satu sama lain dikarenakan sesama marga. 

(Wawancara, 11 Agustus 2023) 

    Sepertinya yang dikatakan Bapak Gunawan umur 32 tahun salah 

seorang dari suku leuwerang 

     Justru itu apabila perintah itu tidak di jalankan atau dihiraukan 

masyarakat setempat maka orang yang melanggar perintah 

tersebut mendapat hukuman. Kalau dalam aturan adat suku 

leuwerang penikahan sesama marga itu memang tidak boleh 

tetapi, masih ada juga yang melakukannya. (Wawancara, 15 

Agustus 2023) 

      Ketika melakukan hasil wawancara, larangan pernikahan sesama 

marga itu memang tidak diperbolehkan, itu sudah terjadi dari masa 

nenek moyang terdahulu. Dahulu apabila pernikahan sesama marga itu 
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terjadi maka akan ada sebuah musibah yang terjadi pula. Pada zaman 

dahulu berlaku hukum bagi orang yang melanggar aturan ia akan 

mendapatkan musibah dan hukum ini masih berlaku di daerah tertentu 

saja pada suku suku leuwerang asli bukan campuran. 

    Seperti halnya yang dikatakan Bapak Ahmad umur 60 tahun salah 

satu Tokoh Agama 

       Menikah sesama marga menurut pandangan saya, itu boleh dan 

sama sekali tidak ada halangan. Namun menurut pandangan 

masyarakat suku leuwerang bahwasanya menikah sesama marga itu 

tidak boleh. Wawancara, 16 Agustus 2023) 

    Ketika melakukan hasil observasi bahwa apalagi orang suku leuwerang 

asli memang sama sekali suatu hal sangat dipantangkan untuk dilakukan 

menikah sesama marga. Orang suku leuwerag lebih menutamakan adat 

yang dianutnya melalui kepercayaan mereka. Sepengetahuan saya orang 

non muslim juga tidak ada larangan untuk menikah sesama marga, tetapi 

itu hanya ajaran yang dibawa pada zaman nenek moyang saja khususnya 

orang suku leuwerang. 

     Jadi dapat disimpulkan bahawasanya tetap menikah sesama marga 

boleh dilakukan baik di dalam Islam maupun di luar Islam. Numun bagi 

masyarakat suku leuwerang tetap saja adat lebih diutamakan. Bagi mereka 

kedudukan adat itu di atas segalanya. Kebanyakan suku leuwerang itu 
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mengikuti ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya, dari zaman dahulu 

dan masih diterapkan sampai sekarang. 

2. Mengapa tradisi larangan pernikahan dalam satu marga pada 

suku leuwerang masih bertahan hingga saat ini 

    Setelah memaparkan dan mengalisis berbagai persepsi masyarakat 

mengenai tanggapan terhadap apa faktor-faktor yang melar belakangi 

sehinggah terjadinya larangan pernikahan dalam satu pada suku 

leuwerang 

    Salah satu faktor yang menjadi penyebab larangan pernikahan dalam 

satu marga dalam suku leuwerang yang mempercayai Eksogami 

(Pernikahan di luar marga) sehingga masyarakat kangge khususnya suku 

leuwerang sangat menghindari adanya pernikahan sesame marga, oleh 

karena itu pernikahan sesama marga di duga pernikahan sedara sekandung. 

      Salah satu adat istiadat suku leuwerang yang masih dijalankan dan 

dipercaya sampai sekarang adalah tidak boleh menikah dangan satu marga 

sama artinya dengan menikahi dengan saudara sedarah, uniknya adalah 

meskipun kita tidak pernah bertemu dan kenal dengan orang yang semarga 

tersebut, kita tetap dianggap keluarga sedarah. Aturan tata tertib 

pernikahan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan 

anggota-anggota masyarakat dan para pemuka adat dan atau para pemuka 

agama  
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         Seperti halnya yang dikatakan Bapak Bahluan umur 61 tahun selaku 

Tokoh adat 

Budaya pernikahan dan aturannya yang berlaku pada suatu 

bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di 

mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. 

(Wawancara, 17 Agustus 2023) 

     Ketika selesai melukan wawancara, marga adalah nama persekutuan 

dari orang-orang bersaudara, sedarah dan seketurunan menurut garis 

bapak. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat 

Batak, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, 

pribadi dengan golongan, golongan dengan golongan, dan lain-lain. 

Tujuan marga adalah membina kekompakan dan solidaritas sesama 

anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur. 

     Seperti halnya yang dikatakan Bapak Hasan umur 50 tahun salah satu 

masyarakat desa kangge   

     Didalam suku leuwerang, pernikahan semarga dianggap sebagai 

pernikahan saudara. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan 

dilarang menurut suku tersebut. Pernikahan semarga adalah pernikahan 

yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang 

sama. Oleh karena itu, apabila kita bertemu dengan semarga yang sama 

itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai 

hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Pada 
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intinya secara umum, hukum adat suku leuwerang itu adanya larangan 

terhadap terjadinya pernikahan antara pria dan wanita yang satu marga. 

(Wawancara, 18 Agustus 2023) 

      Ketika melakukan hasil wawancara, menikah semarga dalam suku 

leuwerang di Desa Kangge masih dijunjung tinggi sampai sekarang. Yang 

membuat peraturan adat ini adalah nenek moyang terdahulu, karena 

semarga dianggap kakak adik (saudara), dan pernikahan semarga dianggap 

tidak menambah saudara, contohnya orang bermarga manapa menikah 

dengan marga manapa, maka akan lahir anak marga angkat juga.  

    Sepertinya halnaya yang dikatakan bapak Ahmad umur 60 tahun 

 Sala satu masyarakat Desa Kangge dalam pandangannya 

masyarakat suku leuwerang sangat melarang adanya pernikahan 

satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek 

moyang larangan pernikahanan satu marga dikarenakan 

masyarakat Suku leuwerang menganggap bahwa satu marga 

merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi karena merupakan 

dongan sabuhuta atau dari rahim yang sama. (Wawancara, 19 

Agustus 2023) 

     Dalam melakukan hasil wawancara adapun faktor dilarangnya 

melakukan pernikahan semarga itu karena dapat merusak tatanan adat 

yang telah berlaku dengan terjadinya pernikahan sedarah dan akan 

merusak hubungan kekerabatan apabila terjadi pertengkaran sampai 
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berujung kepada perceraian serta akan merusak cara pertuturan kepada 

anggota keluarga.   

     Menurut bapak Bahluan umur 61 tahun dari sudut pandangnya  

 Dan larangan ini dibuat karena dianggap masih satu nenek, dan 

jika dilakukan dianggap suatu kesalahan. Oleh karena itu dari 

kecil diajarkan ke anak siapa-siapa saja yang termasuk saudara 

termasuk saudara semarga supaya anak-anak saling mengenal dan 

tahu kalau semarga itu adalah saudara dan tidak boleh menikah 

kalau masih semarga 

      Sama halnya yang dikatakan bapak Hasan umur 50 tahun, sala satu 

masyarakat di Desa Kangge 

      Pernikahan semarga ini merupakan istilah tradisi kebiasaan yang ada 

pada masyarakat suku leuwerang. Pernikahan itu perjanjian antara laki-

laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan semarga maksudnya 

satu keturunan, dalam hal ini garis keturunan berdasarkan kepada ayah. 

Jadi, secara keseluruhan larangan pernikahan semarga tidak boleh 

melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri 

jika mereka mempunyai hubungan pertalian dari ayah. Dalam adat 

Pakpak tidak dibolehkan melakukan pernikahan dengan satu marga. 

Misalnya, seorang laki-laki bermarga Manapa tidak diperkenalkan nikah 

dengan wanita bermarga Manapa. (Wawancara, 20 Agustus) 

      Hasil wawancara Bapak Hasan, mengindasikan mengenai keterangan-

keterangan sebab adanya larangan pernikahan sesama marga didalam Suku 

Leuwerang itu sudah terjadi pada masa nenek moyang terdahulu. Namun 
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sejak kapannya larangan itu diberlakukan belum ada seorang pun yang 

mengetahuinya. Masyarakat Desa Kangge   hanya mengetahui larangan 

dalam pernikahan sesama marga itu ada pada zaman dulu zaman nenek 

moyang mereka. 

      Pernyataan ini juga yang dikatakan Bapak Bakir umur 35 tahun, sala 

satu masyarakat yang di Desa Kangge  

      Adat larangan menikah semarga ini belum pernah ada yang 

melanggar di dalam suku leuwerang, karena masyarakat di kampung 

tersebut sangat menjunjung tinggi nilai dan peraturan peradatan, bahkan 

jauh sebelum saat ini kata nenek nenek terdahulu kalau ada yang 

melanggar adat tersebut akan mendapatkan musibah, walaupun di dalam 

hukum Islam tidak ada larangan menikah semarga, tetapi mereka sangat 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan adat termasuk larangan 

menikah semarga tersebut. 

    Dari beberapa narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap 

masyarakat memeliki pandanagan yang sama terhadap faktor- faktor 

terhadap Makna Filosofi sebab adanya faktor- faktor larangan sesama 

marga 

b. Nilai dan makna larangan pernikahan  

Terdapat nilai dan maknaa dari larangan pernikahan pada satu marga 

yaitu terlindungnya hubungan persaudaraan yang baik yaitu hubungan 

dengan keluarga besar hubungan kekerabatan dan hubungan baik 

antara perkumpulan marga manapa dan terhindar dari perpecahan 
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kelompok marga yang dapat memahami adanya larangan pernikahan 

satu marga 

   Sepertinya halnya yang dikatakan Bapak Hasan umur 50 tahun 

salah satu masyarakat ada di Desa Kangge 

    Pada dasarnya mereka selalu memegang teguh silsilahnya 

karena itulah adalah kunci dari kekerabatan  

       Ketika melakukan hasil wawancara, ada semacam suatu 

perintah amanah yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan oleh 

siapapun sesuai dengan perintah tersebut. Apabila ada yang 

melakukannya maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. 

Larangan pernikahan sesama marga artinya adalah suatu perintah 

yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh hukum adat 

untuk menikah satu sama lain dikarenakan sesama marga. 

(Wawancara, 21 Agustus 2023) 

    Sepertinya yang dikatakan Bapak Gunawan umur 32 tahun salah 

seorang dari suku leuwerang 

     Justru itu apabila perintah itu tidak di jalankan atau dihiraukan 

masyarakat setempat maka orang yang melanggar perintah 

tersebut mendapat hukuman. Kalau dalam aturan adat suku 

leuwerang penikahan sesama marga itu memang tidak boleh 

tetapi, masih ada juga yang melakukannya. 

      Ketika melakukan wawancara, larangan pernikahan sesama marga 

itu memang tidak diperbolehkan, itu sudah terjadi dari masa nenek 
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moyang terdahulu. Dahulu apabila pernikahan sesama marga itu terjadi 

maka akan ada sebuah musibah yang terjadi pula. Pada zaman dahulu 

berlaku hukum bagi orang yang melanggar aturan ia akan mendapatkan 

musibah dan hukum ini masih berlaku di daerah tertentu saja pada suku 

suku leuwerang asli bukan campuran. 

    Seperti halnya yang dikatakan Bapak Ahmad umur 60 tahun salah 

satu Tokoh Agama 

       Menikah sesama marga menurut pandangan saya, itu boleh dan sama 

sekali tidak ada halangan. Namun menurut pandangan masyarakat suku 

leuwerang bahwasanya menikah sesama marga itu tidak boleh.  

    Ketika selesai melakukan hasil wawancara apalagi orang suku 

leuwerang asli memang sama sekali suatu hal sangat dipantangkan untuk 

dilakukan menikah sesama marga. Orang suku leuwerag lebih 

menutamakan adat yang dianutnya melalui kepercayaan mereka. 

Sepengetahuan saya orang non muslim juga tidak ada larangan untuk 

menikah sesama marga, tetapi itu hanya ajaran yang dibawa pada zaman 

nenek moyang saja khususnya orang suku leuwerang. 

     Jadi dapat disimpulkan bahawasanya tetap menikah sesama marga 

boleh dilakukan baik di dalam Islam maupun di luar Islam. Numun bagi 

masyarakat suku leuwerang tetap saja adat lebih diutamakan. Bagi mereka 

kedudukan adat itu di atas segalanya. Kebanyakan suku leuwerang itu 

mengikuti ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya, dari zaman dahulu 

dan masih diterapkan sampai sekarang. 
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B. PEMBAHASAN 

  Persepsi masyarakat terhadap tradi larangan pernikahan dalam 

satu marga 

      Pernikahan menurut adat suku leuwerang yang paling terpenting dari 

marga parna adalah sesuatu yang sangat suci, kemudian di dalam 

pelaksanaan pernikahan patut sesuai dengan hokum budaya batak. 

Pernikahan pada adat suku leuwerang tidak boleh hanya dilandaskan oleh 

cinta saja dan harus menuruti aturan adat yang berlangsung.  

    Penjelasanan tersebut merupakan akar yang wajib dipegang teguh oleh 

masyarakat yang terpenting adalah marga Manapa supaya terurus 

kelestaruan hokum pernikahan Adat Suku Leuwerang. Sebab larangan 

menikah dalam satu marga masih memiliki tali persaudaraan yang masih 

sangat kuat sampai saat ini belum dibolehkan marga manapa melanggar 

hukum yang telah disepakati oleh para pendahulu/leluhur. Sehingga 

sampai saat ini Marga manapa masih tetap memegang teguh larangan 

menikah dengan satu marga 

       Sebab larangan menikah sesama marga manapa merupakan fahan 

yang dianut oleh masyarakat Desa Kangge yang semarga yang 

persaudaraanya dalam tingkat social. Perihal yang paling utamakan adalah 

sebelum masyarakat melakukan pernikahan maka wajib mengetahui marga 

calon pria tersebut, begitu juga dengan wanita saling mengenal masing-

masing kedua orang tua nya 
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    Persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan sesama 

marga atau suku ternyata perkara tersebut hingga saat ini masih dipercaya 

dan dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bagi sebagian 

orang, pernikahan antar sesama suku tertentu tersebut diyakini menjadi 

pernikahan yang nantinya akan berjalan tidak langgeng dan penuh 

sengsara. Misalnya terkait larangan pernikahan antara sesama marga suku 

batak dengan suku suku leuwerang juga. Sejatinya mitos itu merupakan 

bagian dari legenda rakyat, yakni suatu kebudayaan yang diwariskan 

secara turun termurun secara lisan maupun isyarat.  

   Marga merupakan kumpulan orang  yang  bersaudara  atau  orang  yang 

satu  keturunan menurut garis keturunan ayah dari ayah, masyarakat Desa 

Kangge  menganut keturunan secara Patrilineal yaitu pengaturan Alur 

keturunan yang diwariskan dari ayah.Tujuan dari marga adalah   unrtuk   

membina   kekompakan antara   keturunan   marga   yang   sama,marga  

pada  awalnya  adalah  nama  yang diberikan   leluruh   pada   anaknya   

dan sekarang   digunakan sebagai   penanda bahwa   mereka   merupakan   

kelompok marga  yang sama. Seluruh orang batak mengikuti marga dari 

ayahnya dibelakang namanya, jadi semua orang suku leuwerang yang 

semarga adalah semua bersaudara dan maka mereka dilarang saling 

menikah. 

    Pernikahan   menurut   adat   suku leuwerang yang paling terpenting 

dari marga manapa adalah sesuatu yang sangat suci, kemudian di dalam 

pelaksanaan pernikahan patut sesuai dengan hokum budaya Adat Suku 
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Leuwerang.   Pernikahan   pada adat suku leuwerang tidak boleh hanya 

dilandaskan oleh cinta saja dan harus menuruti adat yang berlangsung 

   Penjelasanan tersebut merupakan akar yang wajib dipegang teguh oleh 

masyarakat yang terpenting adalah marga manapa supaya terurus 

kelestaruan hokum pernikahan Adat Suku leuwerang.  Sebab larangan   

menikah   dalam   satu   marga masih memiliki tali persaudaraan yang 

masih sangat kuat sampai saat ini belum dibolehkan marga parna    

melanggar hukum yang telah disepakati oleh para pendahulu/leluhur. 

Sehingga sampai saat ini Marga Manapa masih tetap memegang teguh   

larangan   menikah   dengan   satu marga 

    Sebab larangan menikah sesama manapa merupakan fahan yang dianut 

oleh masyarakat adat suku leuwerangm yang semarga yang 

persaudaraanya   dalam   tingkat social. Perihal   yang   paling   utamakan   

adalah sebelum masyarakat melakukan pernikahan maka wajib    

mengetahui marga manapa pria tersebut, begitu juga dengan wanita saling 

mengenal masing-masing kedua orang tua nya 

   Apabila marga orang tua perempuan   sama   maka   mereka   tidak 

diperbolehkan    untuk    menikah, oleh karna itu masih terikat sebagai 

saudara. Marga   parna   merupakan   marga   yang paling   konsisten   

memegang   larangan menikah sesama marga dan memegang teguh 

aturan adat dari leluhur. 
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      Dalam sistem pernikahan exogami merupakan sistem yang dianut 

oleh masyarakat adat suku leuwerang. Sistem ini dalam arti positif 

merupakan suatu sistem dimana seseorang harus nikah dengan anggota 

kelompok yang lain atau dari marga lain. Sistem exogami ini 

berhubungan erat dengan sistem garis keturunan bapak, yaitu suatu cara 

untuk mempertahankan garis keturunan dari marga bapak 

    Suku suku leuwerang mengenal Marga sebagai suatu identitas yang 

menunjukan dari keluarga manakah orang itu berasal. Beberapa kategori 

yang ada pada suku suku leuwerang dapat ditelusuri dari Marga yang 

dimiliki adat suku leuwerang sejak lahir. Marga itu merupakan pertanda 

bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek 

Bersama Hukum Adat pernikahan adalah hukum masyarakat (hukum 

rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, 

yang mengatur tata tertib pernikahan. 

     Kemudian jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka ia akan 

akan dikucilkan dari marganya. Mengenai keterangan-keterangan sebab 

adanya larangan pernikahan sesama marga itu sudah terjadi pada masa 

nenek moyang terdahulu. Namun sejak kapannya larangan itu 

diberlakukan belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Masyarakat 

adat suku leuwerang hanya mengetahui larangan dalam pernikahan 

sesama marga itu ada pada zaman dulu zaman nenek moyang mereka. 
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    Larangan pernikahan umunya disebabkan adanya hubungan 

kekerabatan, misalnya pada masyarakat batak. Menurut hukum adat batak 

dilarang untuk melakukan pernikaham satu marga. Karena bagi suku 

leuwerang menikah dengan sesama marga itu sama saja menikah dengan 

saudara sendiri 

    Makna larangan itu ialah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk 

dilakukan. Maksudnya ada suatu perintah yang tidak boleh dilakukan atau 

dikerjakan oleh siapapun sesuai dengan perintah tersebut. Apabila ada 

yang melakukannya maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. 

Larangan pernikahan sesama marga artinya adalah suatu perintah yang 

tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh hukum adat untuk menikah 

satu sama lain dikarenakan sesama marga. Apabila perintah itu tidak di 

jalankan atau dihiraukan masyarakat setempat maka orang yang 

melanggar perintah tersebut mendapat hukuman. Kalau dalam aturan adat 

batak penikahan sesama marga itu memang tidak boleh tetapi, masih ada 

juga yang melakukannya 

   Larangan pernikahan sesama marga itu memang tidak diperbolehkan, 

itu sudah terjadi dari masa nenek moyang terdahulu. Dahulu apabila 

pernikahan sesama marga itu terjadi maka akan ada pertumpahan darah 

yang terjadi pula. Pada zaman dahulu berlaku hukum bagi orang yang 

melanggar aturan ia akan dibunuh akan mendapatkan semacam musibah, 

dan hukum ini masih berlaku di daerah tertentu saja pada suku batak asli 

bukan bapak campuran. 
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1. Makna filosofi larangan pernikahan dalam satu marga pada suku 

leuwerag  

   Pernikahan atau pernikahan di Indonesia pada dasarnya di atur dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran 

Negara Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut bersifat 

universal. Setelah Undang-undang ini diberlakukan maka terjadi 

unifikasi hukum mengenai pernikahan di Indonesia. Sehingga 

diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pernikahan. Dengan berlakunya Undang-

undang pernikahan tersebut, maka ikatan antara laki-laki dan 

perempuan dapat dipandang sebagai suami istri yang sah. Apabila 

ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang 

telah ditetapkan. Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan 

memberikan landasan hukum pernikahan yang selama ini menjadi 

pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara 

Indonesia 

     Ada sebagian masyarakaat Desa Kangge adat suku leuwerang 

adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan 

semarga pada masyarakat Desa Kangge adat suku leuwerang, 

diantaranya ialah faktor agama dan faktor cinta. Proses pernikahan 

berdasarkan agama adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dari 

agama dan kepercayaan masing-masing. Adat, pernikahan semarga 

dalam suku batak tidak boleh dilakukan namun jika sudah saling 
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menyayangi dan mencintai kenapa harus dihalangi, setiap manusia 

berhak untuk hidup bahagia 

     Dasar pembentukan marga adalah keluarga, yaitu suami, istri dan 

putra-putri yang merupakan kesatuan yang akrab, yang mempunyai 

kehidupan yang sama, yaitu kebahagian, kesenangan, kepemilikan 

benda, serta tanggung jawab kelanjutan hidup keturunan. Untuk 

melestarikan ikatan kelurga dan kekeluargaan, diadakan ruhut 

(peraturan) sebagai berikut: Marga sebagai identitas diri khususnya 

bagi masyarakat Desa Kangge adat suku leuwerang, merupakan salah 

satu identitas dalam bina kekompakan serta solidaritas sesama anggota 

marga sebagai keturunan dari satu leluhur, sehingga keutuhan marga-

marga itu dalam kehidupan sistem “Dalihan Na Tolu. Dengan adanya 

marga secara otomatis seseorang dapat mengetahui posisinya dalam 

struktur adat. 

   Hukum adat yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia sangat 

beragam. Akan tetapi, apabila diklasifikasikan dapat diketahui bahwa 

terdapat tiga macam sistem pernikahan adat di Indonesia, yaitu: 

1. Sistem endogami  

   Dalam sistem pernikahan endogami, masyarakat hanya 

diperoleh menikah dengan seorang dari suku keluarganya 

sendiri. Masyarakat yang dikenal menggunakan sistem ini 

adalah masyarakat tanah Toraja. Walaupun demikian terlah 
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terjadi pergeseran budaya karena beberapa faktor, seperti sudah 

mudahnya akses wilayah atau daerah lain sehingga peraturan ini 

mulai ditinggalkan.  

2. Sistem eksogami  

   Dalam sistem pernikahan eksogami, masyarakat diharuskan 

menikah dengan orang di luar sukunya atau orang di luar clan 

nya. Sistem seperti ini dapat dijumpai di daerah Tapanuli, 

Minangkabau, Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya. 

Sistem pernikahan exogami merupakan sistem yang dianut oleh 

masyarakat adat Suku Leuwerang. Sistem ini dalam arti positif 

merupakan suatu sistem dimana seseorang harus nikah dengan 

anggota kelompok yang lain atau dari marga lain. Sistem 

exogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan 

bapak, yaitu suatu cara untuk mempertahankan garis keturunan 

dari marga bapak. 

3. Sistem eleutherogami Sistem pernikahan ini berbeda dengan 

kedua sistem di atas, karena tidak mengatur hal-hal seperti yang 

terdapat pada sistem pernikahan endogami dan eksogami. Tetapi 

hanya mengatur larangan yang berhubungan dengan ikatan 

kekeluargaan atau keturunan, seperti larangan menikah dengan 

ibu, nenek, anak kandung, cucu dan sebagainya. 
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    Larangan pernikahan satu marga pada Suku Leuwerang suatu hal 

yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat dari suku tersebut, 

larangan pernikahan tersebut diyakini oleh masyarakat setempat dari 

sumpah nenek moyang para pendahulu. Adapun bunyi sumpah 

tersebut: Molatolatado Pernikahan Sarumpun do samarga 

Namartambah Parkoban Namabidang Boru Panganan dengan makna 

dilarang menikah satu marga karena kita adalah keluarga atau sedara. 

   Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni 

(2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan 

Semarga Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba 

(Studi Di Desa Ujung Batu Kec, Baru Kab. Tapanuli Tengah)”. Hasil 

penelitian menunjukkan: 1) Praktek perkawinan semarga Praktek 

perkawinan semargayang dilarang pada masyarakat muslim adat 

Batak Toba di Desa Ujung Batu, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah 

merupakan bentuklarangan terkait pernikahan pernikahan yang 

dilakukan laki-laki-danperempuan yang masih memiliki ikatan satu 

marga, hal ini dikarenakanadat Toba menganut sistem perkawinan 

eksogami, namun praktek inisudah dilakukan oleh masyarakat muslim 

karena hukum Islam tidakmelarang 

    Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hazmi M.Manapa 

(2022) dengan judul” Tinjaun Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan 

Pernikahan Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang(Studi Kasus 

Di Desa Kangge Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor).” 
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Tradisi larangan pernikahan yang dilarang pada masyarakat Desa 

Kangge pada adat suku leuwerang merupakan bentuklarangan terkait 

pernikahan pernikahan yang dilakukan laki-laki-danperempuan yang 

masih memiliki ikatan satu marga, hal ini dikarenakan adat Suku 

Leuwerang menganut sistem perkawinan eksogami.  

   Teori structural fungsional dari Talcott Parsons menjelaskan bahwa 

masyarakat adalah sebuah sistem yang terintegrasi, tertata dalam structural 

dan fungsi yang rapi dan harmoni. Dalam teori structural lebih 

mengedepankan tertip sosial yang didalamnya tergambar kohensi, 

integrasi stabilitas, koordinasi fungsional dan berbagai mekanisme 

konsensus. 

  Teori structural fungsional menggambarkan bahwa masyarakat adalah 

manusia yang berperan sebagai aktor pembuat keputusan dalam hidupnya 

sendiri yang sesuai dengan keinginannya, termasuk dalam hal ini 

melangsungkan pernikahan, di samping sebagai aktor yang membuat 

keputusan, namun keputusan tersebut harus dibatasi oleh faktor normatif 

dan situasionalnya, yang bertujuan agar tercapainya ketertiban sosional 

   Mengenai keterangan-keterangan sebab adanya larangan pernikahan 

sesama marga di Desa Kangge itu sudah terjadi pada masa nenek moyang 

terdahulu. Namun sejak kapannya larangan itu diberlakukan belum ada 

seorang pun yang mengetahuinya. Masyarakat di Desa Kangge hanya 
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mengetahui larangan dalam pernikahan sesama marga itu ada pada zaman 

dulu zaman nenek moyang mereka. 

            Dalam teori structural fungsional di atas, bisa dimengerti bahwa 

penyimpangan sosial khususnya masalah pernikahan di bawa tangan akan 

berdampak negatif terhadap keseimbangan masyarakat, dan struktur sosial 

yang ada di dalamnya. Dengan adanya dampak negatif tersebut, maka 

secara tidak langsung akan merembas kepada ketertiban sosial (sosial 

order). Namun, disi teori structural fungsional akan bantu oleh etnomologi 

yang dilahirkan oleh Harlod Gerfinkel. Hal ini disebakan karena obyak 

dari penelitian ini adalah tingka lakuh masyarakat, yang secara tidak sadar 

dalam membentuk kebeasaan atau penyimpangan dari kebiasaan yang 

merupakan suatu realitas dan tertib sosial.  

    Tujuan utama dari etnometodologi adalah untuk mengungkapkan latar 

belakang terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan 

masyarakat. Maka, untuk itu dalam pembahasan masalah  pernikahan di 

bawah tangan sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi 

pada masyarakat suku leuwerang, penyusun berharap melalui teori 

structural fungsional etnometodologi ini dapat menjelaskan tentang 

sosiologis pernikahan di bawa tangan yang terjadi pada masyarakat suku 

leuwerang , dan sekaligus dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya 

pernikahan merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi 

dalam masyarakat suku leuwerang. 
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   Larangan pernikahan umunya disebabkan adanya hubungan kekerabatan, 

misalnya pada masyarakat batak. Menurut hukum adat batak dilarang 

untuk melakukan pernikaham satu marga. Karena bagi suku leuwerang 

menikah dengan sesama marga itu sama saja menikah dengan saudara 

sendiri. 
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BAB VI 

A. Keimpulan Hasil Penelitian 

   Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya 

dan berdasarkan pengamatan dan penjelasan penulis yang berkaitan 

dengan Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan 

Dalam Satu Marga Pada Suku Leuwerang Studi Kasus Di Desa 

Kangge Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor. Dapat 

disimpulakan bahwa: 

   Makna filosofis dari Larangan pernikahan Sesama Marga itu adalah 

suatu aturan atau perintah yang ada di dalam sebuah adat masyarakat 

yang setiap masyarakatnya harus mengikuti aturan itu, dan bagi yang 

tidak mematuhinya aturan maka akan diberi sangsi yaitu hukumannya 

yang sesuai dengan pelanggaran. Namun kalau di tinjau mengenai 

larangan pernikahan sesama marga Larangan pernikahan umunya 

disebabkan adanya hubungan kekerabatan, mislanya pada masyarakat 

Kangge pada adat suku leuwerang 

    Tradisi merupakan suatu kesahajaan/kebiasaan yang berkali-kali 

dikerjakan dengan penggunaan yang setara. Kesahajaan/kebiasaan 

dapat dilaksanakan berkali-kali hingga sekelompok orang melestarikan 

nya. Dengan Tradisi tersebut terkait bahasa Latin “Tradere” yang 

bermakna melindungi dari keturunan berikutnya. Apabila kebiasaan 

atau Tradisi diakui baik bagi orang Batak dan dilaksanakan tanpa 
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henti, maka gerak-gerak yang tidak sesuai Adat atau Tradisi bakal 

dikira pelanggaran terhadap Tradisi atau Hukum. 

    Menurut hukum adat suku leuwerang dilarang untuk melakukan 

pernikahan satu marga. Karena bagi suku batak menikah dengan 

sesama marga itu sama saja menikah dengan saudara sendiri 

    Jadi tidak ada undang- undang yang tertulis di dalam daerah 

mengenai larangan pernikaha sesama marga ini. Di dalam suku 

Leuwerang asli mereka menganggap bahwasanya adat itu lebih penting 

sahingga, sehingga mereka menjunjung tinggi atas adat yang kental 

tentang larangan pernikahan sesama marga tersebut 

B. Saran 

      Peneliti menuliskan beberapa saran khususnya mahasiswa Fakultas 

Keguruan Dan ILmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar serta 

pembaca yang telah dipaparkan oleh peneliti, masih banyak fenomena yang 

lebih menarik didapat di lapangan yang belum pernah orang lain teliti. Hasil 

penulis yang telah dipaparkan dapat mengunakan sebagai sumber untuk 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, dan dapat juga melihat kesalahan 

penulis serta menambahkan data yang benar. Kepada pembaca peneliti 

menyampaikan, hati-hati mengambil tindakan, dan lihat lagi keyakinan 

masing-masing jangan sampai melenceng dari agama. Budaya memang harus 

dilestarikan, oleh masyarakat Desa Kangge Khusus pada adat suku leuwerang 
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DAFTAR INFORMAN 

1.  Nama : Bahluan 

 Jenis Kelamin : Laki-Laki 

 Usia : 61 tahun 

 Jabatan/Status : Tokoh adat 

2.  Nama : Suaip 

 Jenis Kelamin : Laki-Laki 

 Usia : 59 tahun 

 Jabatan/Status : Kepala Desa 

3.  Nama : Ahmad 

 Jenis Kelamin : Laki-Laki 

 Usia : 60 tahun 

 Jabatan/Status : Tokoh agama 

4.  Nama : Hasan 

 Jenis Kelamin : Laki-Laki 

 Usia : 54 tahun 

 Jabatan/Status : Pemerintah Desa 

5.  Nama : Bakir 

 Jenis Kelamin : Laki-Laki 

 Usia : 46 tahun 

 Jabatan/Status : Pemerintah Desa (BPD) 

6.  Nama : Gunawan 

 Jenis Kelamin : Laki-Laki 

 Usia : 41 tahun 

 Jabatan/Status : Tokoh pemuda 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara 

Rumusan Masalah Item Pertanyaan 

1. Mengapa tradisi 

larangan 

pernikahan dalam 

satu marga pada 

suku leuwerang 

masih bertahan 

hingga saat ini? 

2. Bagaimana nilai-

nilai dan struktur 

budaya tradisi 

larang pernikahan 

pada masyarakat 

suku leuwerang?  

 

 

1. Menurut BapakIbu, apa faktor-faktor yang melatar 

belakangi    sehinggah terjadinya tradisi larangan 

pernikahan dalam semarga? 

2. Menurut Bapak Ibu, apa makna filosofi sebab 

adanya larangan pernikahan dalam sesama marga? 

3. Menurut Bapak Ibu, yang menjadi landasan 

pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan 

pernikahan atas dasar sesama marga? 

4. Menurut BapakIbu, ketika larangan tersebut jika ada 

sebagian masyarakat yang melanggar. Apakah ada 

semacam berupah ketukan atau mitos yang melanda 

masyarakat jika larangan tersebut di langgar? 

5. Menurut Bapak Ibu, apakah larangan tersebut 

cuman berlaku di adat suku leuwerang atau ada juga 

sebagian suku yang melarang pernikahan semarga? 

6. Menurut Bapak Ibu, apakah larangan tersebut ada 

atau tidak tercantum dalam surat tertulis?  

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada faktor luar atau 

faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat 

setempat masih mempertahankan nilai-nilai dan 

struktur budaya terhadap tradisi larangan pernikahan 

dalam satu marga? 

2. Menurut Bapak Ibu, bagaimana asal muasal sejarah 

adat suku leuwerang? 
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